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“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS
TINDAKAN MALAPRAKTIK KEDOKTERAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1441/P1D.SUS/2019/PN.MKS)”

ABSTRAK
Gilang Ilman Nafi’an
NIM. 1917303074

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kasus dugaan malapraktik kedokteran dialami oleh seorang wanita di kota
Makassar, Sulawesi Selatan, yang berakibat pada mata Kirinya yang buta
permanen yang disebabkan penyuntikan filler oleh seorang dokter. Kasus tersebut
tertuang dalam putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. = Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tinjauan hukum
positif dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tindakan malapraktik
kedokteran pada putusan pengadilan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKs.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library resarch). Adapun
pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif. Adapun
teori yang digunakan yaitu teori asas pemidanaan menurut hukum positif dan teori
asas pemidanaan menurut hukum pidana Islam. Dalam metode analisis data
penelitian ini penulis menggunakan analisis data (content analysis). Metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data
primer yang digunakan yaitu putusan pengadilan nomor
1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal, pertama, unsur-unsur malapraktik
kedokteran terbukti lewat fakta-fakta persidangan, dalam dakwaan penuntut
umum yang didukung keterangan saksi dan ahli yang saling berkaitan. Dijelaskan
bahwa terdakwa tidak menjalankan standar prosedur operasional dengan baik
sesuai pada pasal 79 huruf ¢ jo pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang praktik kedokteran. Kedua, dalam hukum pidana Islam seorang
dokter yang melakukan kelalaian atau malapraktik termasuk kedalam jarimah al-
jahr al-khata’ (penganiayaan tidak disengaja). Maka menurut pidana Islam
terdakwa dibebani hukuman dengan membayar diyat sebanyak 50 ekor unta.

Kata Kunci: Putusan pengadilan, Malapraktik Kedokteran, Jarimah Al-Jahr Al-
Khata’.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan
beberapa penyesuaian menjadi berik
Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
<
R Ta T Te
(]
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- Sa § es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
Ha h ha (dengan titik di bawah)
C
. Kha Kh ka dan ha
C
Dal D De
>
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
Ra R Er
J
. Zai Z Zet
J
Sin S Es
S
. Syin S es dan ye
g y y y




Sad

es (dengan titik di bawah)

o°
" Dad de (dengan titik di bawah)
5 Ta te (dengan titik di bawah)
5 Za zet (dengan titik di bawah)
“ain koma terbalik (di atas)
C
i Gain Ge
s Fa Ef
3 Qaf Ki
5| Kaf Ka
Lam El




Mim M Em
¢
B Nun N En
Wau w We
J
A Ha H Ha
. Hamzah ‘ apostrof
Ya Y Ye
&S
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
. Fathah A A
. Kasrah | |
e Dammah U U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
6 Fathahdan ya Ai adanu
; Fathah dan Au adanu
wau
Contoh:
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- K kataba

- e fa'ala
- e suila
- LS kaifa
- Jy— haula
Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4; Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama

Arab Latin

...\ | Fathahdan alifatau ya A a dan garis di atas
L Kasrah dan ya I i dan garis di atas
’j Dammahdan wau U u dan garis di atas
Contoh:

- Je qala
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- rama
- 7 qila

- jj-;—’ yvaqiilu

D. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- JLQJAH 555 raudah al-atfalraudahtul atfil

- i)y.iﬁ asd al-madinah al-munawwaraly/al-madinatul munawwarah
- islb talhah

E. Syaddah (Tasydid)
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Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- Jy nazzala
- 4 al-birr

M

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
A (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti. biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

geonl ar-rajulu
) ;,w al-galamu
- 223 asy-syamsu
- B alalalu
G. Hamzah
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Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
1,3 g
- 4=0 ta’kmzu
B G, .y
- i syai’un
- 33 an-nau’u
- o/ inna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.

Contoh:

\
<
PR

G [ sea s SN Wa innalldha fahuwa khair ar-razigin/Wa

innallaha fahuwa khairurra zigin

- LS s 2 ] ] Bismillahi majrehd wa mursaha
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Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- qubJ‘ :») Ab dedy Alhamdu lilla hi rabbi al-alamin/
Alhamdu [illa hi rabbil alamin
- ) u"‘)\ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
- = e 0 Allahu gafiirun rahim
- bw* j}ﬁﬁ!\ 415 Lilla hi al-amru jami an/Lilla hil-amru jamian
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan kesehatan tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok manusia selain sandang,
pangan, dan papan, sehingga hidup dalam kondisi kesehatan adalah suatu
keharusan. Kriteria kesehatan manusia sekarang mencakup kesehatan sosial dan

ekonomi serta kesehatan mental dan fisik .

Kualitas pelayanan kesehatan harus memenuhi standar persyaratan yang
pada garis besarnya meliputi aspek etika, tidak merugikan penderita/ keluarganya
dan mampu memberikan kepuasan kepada penderita (qualiti assurance).
Komponen indikator pelayanan kesehatan meliputi = diantaranya Medical
competence, Akses - terhadap pelayanan, Efektivitas, Efisiensi, Kemanan/
keselamatan (Patient safety,) dan Respon kualitas pelayanan bagi pasien/

keluarganya.

Setiap makhluk hidup insani membutuhkan pengobatan untuk
menyelamatkan nyawa. Oleh sebab itu diperlukan dari pihak lain yang memiliki
keahlian untuk membantunya pulih dari penyakit yang dideritanya tersebut.
Dokter merupukan ilmuwan yang telah terlatih secara profesional untuk
membantuorang yang membutuhkan layanan medis. Pendidikan kedokteran telah
menanamkanknowledge (pengetahuan), skill (keterampilan), dan profesional

attitude (perilaku profesional) bagi siswanya sehingga mereka dapat menjadi

Alexander Lucas Slamet Riyadi, “llmu Kesehatan Masyarakat” (Yogyakarta: CV. Andi
Offset, 2016), him. 24-25.



dokter yang kompeten dengan perilaku profesional yang selalu siap membantu

orang lain.

Seorang dokter dapat dikategorikan sebagai melakukan tindakan
malapraktik jika dia melakukan sesuatu yang salah selama menjalankan
tugasnya.? Awalnya hubungan antara dokter dan pasien terlibat dalam hubungan
yang dikenal sebagai paternalistik, yakni hubungan dimana pasien yang
dibolehkan hanyalah patuh secara mutlak kepada sang pengobat. Namun, saat ini
terjadi pergeseran paradigma dalam hubungan interpersonal yang sebelumnya
berdasarkan pola hubungan vertikal paternalistik menjadi pola hubungan
horizontal kontaktual. Dengan demikian, setelah pasien diberi penjelasan tentang
penyakitnya dan upaya pengobatannya, persetujuan pasien diperlukan untuk
segala tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadapnya.

Mengenai tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, senantiasa dapat
mengakibatkan dua kemungkinan vyaitu berhasil dan tidak berhasil.
Ketidakberhasilan dapat disebabkan oleh dua hal, pertama disebabkan oleh
overmacht (keadaan memaksa), dan kedua karena dokter melakukan tindakan
medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik atau bisa dikatakan karena
kelalaian.®

Terdapat 182 kasus kelalaian medik atau malapraktik di Indonesia dari
tahun 2006 hingga 2012. Malapraktik ini terbukti dilakukan oleh dokter setelah

melalui sidang yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

“Sabrina Hidayat, PEMBUKTIAN KESALAHAN: Pertanggungjawaban Pidana Dokter
Atas Dugaan Malpraktik Medis (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), him. 2.

| Gusti Ayu Hapsari Adi, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban
Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis”, Jurnal Yuridis,Vol. 5, No. 1, (2018), him. 100.
DOI: https//doi.org/10.35586/.v5i1.318., diakses 30 Juli 2023.



Indonesia (MKDKI). Dari 182 kasus malapraktik yang terjadi di seluruh
Indonesia itu, 60 dilakukan oleh dokter umum, 49 dilakukan oleh dokter bedah,
33 dilakukan oleh dokter kandungan, 16 dilakukan oleh dokter spesialis anak, dan
10 kasus lainnya beragam. Sementara itu, berdasarkan data PB IDI menunjukkan
peningkatan pengaduan dan gugatan hukum terhadap dokter di Indonesia setiap
tahunnya. Pada tahun 2015ada 10 gugatan terhadap dokter tetapi naik menjadi
30gugatan pada tahun 2016, 38 gugatan pada tahun 2017, dan 33 gugatan pada
semester pertama tahun 2018.*

Namun untuk mengetahui seorang dokter melakukan malapraktik atau
tidak dapat dilihat dari- penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang praktik kedokteran mengenai standar profesi kedokteran. Didalam
pasal tersebut dijelaskan “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran mempunyai hak:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar

prosedur operasional;

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau

keluarganya; dan

d. Menerima imbalan jasa.

*Ahmad Yasir Lubis, “Disparitas Putusan Malpraktek Kedokteran Studi Putusan
Mahkamah Agung No.365K/PID/2012”. Jurnal llmiah Kohesi, Vol. 4, No. 4, (2020), him.
88.https://kohesi,sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article /view/191., diakses 30 Juli 2023.
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sedangkan Pengertian standar profesi didalam pasal 50 menjelaskan “standar
profesi sebagai batasan kemampuan (knowledge, skill and proffesional attitude)
minimal yang harus dikuasai oleh seseorang dokter untuk dapat melakukan
kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh
organisasi profesi.’Hukum medis berkaitan erat dengan bidang hukum lain, yaitu
hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Oleh karena itu setiap
kelalaian dalam bidang medis juga bekaitan dengan ketiga bidang hukum tersebut.
Di Indonesia, beberapa akademisi membedakan kelalaian kedalam dua kategori,
yaitu kelalaian medis etik, kelalaian medis yuridis (hukum perdata, hukum pidana,
dan hukum administrasi). Kelalaian medis etis adalah ketika seorang dokter
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika kedokteran. Sedangkan etika
kedokteran adalah sebagaimana tercantum didalam Kode Etik “Kedokteran
Indonesia (yang selanjutnya akan disebut KODEKI) yang meliputi prinsip, aturan,
dan etika yang berlaku untuk dokter.

Selain itu, kelalaian medis yuridis dapat diklasifikasikan menjadi tiga
kategori, yaitu kelalaian dari sisi hukum perdata, dari sisi hukum administrasi, dan
hukum pidana adalah tidak sama, dan masing-masing mempunyai konsekuensi
yuridis yang berbeda. Secara umum kelalaian adalah satu pengertian normatif,
dimana Jonkers menyebutkan 4 unsur kesalahan (kelalaian) sebagai tolak ukur

dalam hukum pidana, Pertama, Bertentangan dengan hukum; Kedua, Akibatnya

® Deni Setiawan, dkk, Hukum Kesehatan (Gresik:Caremedia Group, 2023), him. 96.



dapat dibayangkan; Ketiga, Akibatnya dapat dihindarkan; Keempat, Sehingga
perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.®

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu
unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan adanya kepastian
hukum masyarakat akan lebih tertib. Masyarakat juga mengharapkan manfaat
yang diperoleh dari ditegakannya hukum itu. Kemanfaatan dalam penegakkan
hukum salah satu dimaksud untuk pembangunan masyarakat, termasuk
didalamnya pembangunan kesehatan masyarakat.’

Dalam hukum Indonesia yang salah satu komponennya merupakan satu
hukukm substantif, diantara hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dikenal
adanya istilah malpraktik. Dalam norma hukum khususnya hukum pidana, tidak
memberikan rincian secara definitif apa yang dianggap kelalaian dan kesalahan
dalam praktik medis (malapraktik). Norma hukum lebih melihat dari hubungan
kausalitas (sebab akibat) dari tindakan tertentu; contohnya, tindakan seseorang
yang mengakibatkan matinya, atau lukanya orang lain.?

Disisi lain hukum Islam juga mengatur permasalahan pidana yang
terklasifikasikan dalam figh jinayah. Pengertian jinayah adalah semua perbuatan
yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau
dicegah oleh syara’ (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut

mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan

®Rizal Alfianto Kurniawan, “Risiko Medis dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktik
medis di Indonesia”, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 3, (2013), him. 150. DOI:
https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.26., diakses 30 Juli 2023.

7Wahyu Wiriadinata, “Dokter, Pasien dan Malpraktik”, Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1,
(2014), him. 44. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.16053., diakses 30 Juli 2023.

8Mudakir Iskandar Syah, Tuntutan Hukum Malapraktik Medis (Jakarta: Bhuana Ilmu
populer, 2019), him. 6-7.
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harta benda.’ Figh jinayah memberikan sebuah klasifikasi secara komprehensif
terhadap siapa saja yang dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang telah
dilakukan berdasarkan hukum syara’*°

Dalam tindakan malapraktik dapat dikategorikan sebagai jarimah karena
menyangkut dengan keadaan orang lain. Jarimah hampir sama dengan apa yang
disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Secara
etimologi kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Istilah
jarimah berasal dari bahasa arab dengan akar kata jarama, yang berarti kesalahan,
perbuatan dosa, atau kejahatan. Secara terminologis, jarimah adalah larangan-
larangan syara’ yang diancam oleh Allah oleh hukuman hudud atau ¢a zir."*

Mengenai sanksi tindak pidana profesi kedokteran apabila kesalahannya
terbukti dan membahayakan pasien maka harus mempertanggungjawabkannya
bisa berupa ganti rugi, diyat, hingga gishash. Namun dalam pandangan hukum
Islam perbuatan malapraktik digolongkan dalam dua kategori tindak pidana.
Apabila dalam tindak pidana ini didasarkan atas berat dan ringannya akibat
menimpa sasaran atau objek dari tindak pidana tersebut, maka dapat dikategorikan
kepada tindak pidana atas selain jiwa. Sedangkan apabila tindak pidana profesi
kedokteran didasarkan kepada niat pelaku dan mengakibatkan kematian korban,

maka dikategorikan kedalam pembunuhan karena kesalahan (jarimah

pembunuhan), sedangkan yang disebut tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap

°Seva Maya Sari, Figh Jinayah Pengantar Memahami Hukum Islam (Jambi: PT.
Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), him. 2.

O Amir Fillah, Modul Fikih Jinayah, (Jakarta: Penerbit Amza, 2013), him. 6.

“Achmad Irwan Hamzani, dan Havis Aravik, Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis
Jilid 1 (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), him. 1.



perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tetapi tidak sampai
menghilangkan nyawanya.?

Dijelaskan dalam hadits nabi dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:
“berkata pada kami Muhammad bin al-Ala, berkata pada kami Hafsh, berkata
pada kami ‘Abd al-‘Aziz bin Umar bin ‘Abd al- ‘Aziz, berkata pada saya sebagian
utusan yang didatangkan pada ayah saya, mereka berkata bahwa Rasulullah saw.
Bersabda: seseorang yang bertindak sebagai seorang dokter lalu merawat orang
sakit, sedangkan dirinya tidak mengetahui sebelumnya cara perawatan secara
medis yang mengakibatkan penyakit si pasien semakin parah, maka ia harus
bertanggung jawab.*®

Kasus dugaan malapraktik dialami oleh seorang wanita di kota makasar,
sulawesi selatan, korban berinisial ADF yang berakibat pada mata Kirinya yang
buta permanen. Sebelumnya korban mendapat tindakan medis berupa penyuntikan
filler di area hidung yang dilakukan di salah satu klinik kecantikan yang terletak
di kota Makassar. Korban ditangani langsung oleh terdakwa yang berinisial ES.
Korban melakukan perawatan di klinik terdakwa dengan tujuan meniruskan
bagian pipi dan memancungkan hidung, pada saat proses memancungkan hidung,
terdakwa memberikan tindakan berupa penyuntikan filler di area hidung bagian
atas korban, namun setelah beberapa menit melakukan penyuntikan filler terjadi
kepucatan diwajah korban, terdakwa segera mencabut suntikan dan segera

menyuntikan hyaluronidase sebagai anti dot di area hidung korban, namun

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 179.

BBenny Afwadzi dan Nur Alifah, “Malpraktek Dan Hadis Nabi: Menggali Pesan
Kemanusiaan Nabi Muhammad saw. Dalam Bidang medis”, AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan
Hadis, Vol. 3, No. 1, (2019), him. 8.http://journal .staincurup.ac.id/index.php/alquds., diakses 25
Agustus 2023.



beberapa saat kemudian korban mengeluh sakit dan ketika membuka mata, korban
merasa mata Kirinya gelap dan tidak bisa melihat apa-apa, lalu korban segera
dibawa ke rumah sakit oleh temannya dan terdakwa.

Dalam dakwaan (kumulatif) Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi
Melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
praktik kedokteran dan pasal 1 angka 1 serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II1/2008 tentang persetujuan tindakan
kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang standar
keselamatan pasien dan Pasal 360 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana kelalaian
berat menyebabkan orang luka berat.

Dalam tuntutanya terbukti melanggar Pasal 79 Huruf ¢ Jo Pasal 51 Huruf a
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Pasal
360 ayat (1) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp.
30.000.000.

Atas dakwaan dan tuntutan JPU, hakim memutus bebas terdakwa, yang
dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa ES tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
kesatu dan dakwaan kedua, membebaskan terdakwa ES dari dakwaan kesatu dan
dakwaan kedua, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,
harkat, serta martabatnya.

Dalam pertimbangannya hakim lebih banyak fokus pada keadaan profesi
terdakwa sebagai dokter dan juga mempertimbangkan upaya medis yang

dilakukan terdakwa kepada korban dengan kesimpulan hakim bahwa kebutaan



pada mata yang dialami korban merupakan dampak dari resiko medis, dan bukan
merupakan akibat dari kelalaian. Hakim juga mempertimbangkan adanya upaya
banding terdakwa atas surat hasil sidang MKEK IDI Makassar. Hakim tidak
mempertimbangkan adanya alat bukti surat visum polda sulsel yang
menyimpulkan adanya kebutaan pada mata Kiri korban. Dan mengesampingkan
hasil surat temuan MKEK IDI Makassardengan kesimpulan bahwa ES patut
diduga melakukan kelalaian berupa tidak membuat informed consent tertulis
(penyampaian prosedur persetujuan tindakan medis) terhadap pasien sehubungan
dengan berbagai resiko tindakan filler (salah satu faktor resiko penyuntikan filler
adalah timbulnya kerusakan pada mata yang menyebabkan kebutaan) dalam hal
ini kepada saudari ADF.

Dalam - kasus ini- penulis menilai hakim juga tidak melihat atau
mempertimbangkan kerugian pada fisik yang dialami korban yang terjadi pada
saat tindakan medis penyuntikan filler yang dilakukan oleh terdakwa. Penulis juga
menilai terdakwa sebagai dokter tidak menjalankan atau melakukan prosedur
dengan baik sesuai pada Pasal 79 huruf ¢ jo Pasal 51 huruf a Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Terdakwa tidak membuat
persetujuan tindakan medis (informed consent) sesuai dengan keterangan korban
bahwa terdakwa tidak menjelaskan mengenai resiko dari tindakan medik tersebut
dan tidak melakukan informad consent, sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (1)
Undang-Undang No 29 tahun 2004 yang berbunyi “setiap tindakan harus
mendapat persetujuan pasien”, dan Pasal 1 angka Iserta Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/I11/2008 yang berbunyi‘
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persetujuan yang diberikan setelah melakukan penjelasan secara lengkap dan
setiap tindakan yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan
tertulis”. Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa hal ini terdakwa dalam
melakukan praktik kedokteran terkait dengan estetik medik berupa penyuntikan
filler tidak memiliki sertifikat kompetensi. Penulis menilai belum ada suatu
kejelasan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut, serta
belum adanya kepastian hukum dalam putusan pengadilan.

Dari problematika dan uraian berdasarkan latar belakang masalah diatas
penulis merasa tertarik untuk membahas, mengkaji atau memberikan argumen
terhadap permasalahan tersebut dan mengkaitkannya dengan menganalisis
putusan hakim dalam putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. Dan tinjauan
hukum pidana Islam dalam melihat atau menjawab fenomena tersebut kedalam
sebuah skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANAISLAM ATAS TINDAKAN MALAPRAKTIK KEDOKTERAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1441/PID.SUS/2019/PN.MKS)

Definisi Operasional
1. Hukum Positif
Hukum positif juga dikenal sebagai “stellingsrecht” adalah suatu kaidah
yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara
fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstarksi dari keputusan-
keputusan. lus constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum
yang berlaku di negara tersebut pada suatu saat itu. Menurut J.H.P. Bellefroid,

“Hukum Positif” adalah suatu undang-undang yang ditetapkan oleh kuasa
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masyarakat tertentu yang berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas
secara gegrafis dan waktu.'* Hukum positif yang dimaksud disini adalah
hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam berasal dari istilah figh jinayah. Figh Jinayah
mencakup segala ketentuan hukum tentang tindak pidana atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban),
sebagian hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari
Alquran dan hadis.*> Hukum pidana Islam yang dimaksud disini adalah semua
aturan yang berkaitan dengan hukum pidana yang diatur didalam Alquran dan
hadis.
3. Malapraktik
Malapraktik atau malpractice yang berasal dari kata “mal” yang berarti
buru katau jelek. Sedangkan kata “practice” yang berarti tindakan atau
praktek. Dengan demikian malapraktik dapat dimaknai praktek atau tindakan
yang buruk. Dikaitkan dengan malpraktik kedokteran atau medical malpractice
mengandung arti bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh seorang tenaga
medis terhadap pasiennya sangat jelek atau buruk karena dilakukan dibawah
standar yang dipersyaratkan.'® Malapraktik yang dimaksud disini adalah

tindakan malapraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dokter.

Y Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum Dan
Politik Hukum Nasional (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2016), him. 4.

15Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 1.

16Zico Junius fernando, Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktik
Tenaga Medis (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021), him. 54.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas
maka, rumusan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus malapraktik kedokteran
dalam putusan pengadilan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tindakan malapraktik
kedokteran pada putusan pengadilan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus
kasus = malapraktik kedokteran dalam ' putusan pengadilan nomor
1441/Pid.Sus/2019/PN.MkKs.

b. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan hukum
pidana Islam terhadap kasus tindakan malapraktik kedokteran pada putusan
pengadilan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKs.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Manfaat penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk penulis
mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan kelalaian dokter
atau malapraktik.

2) Diharapkan dapat menjadi bahan acuan keilmuan bagi peneliti

selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
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b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada
masyarakat mengenai tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam atas
tindakan malapraktik kedokteran (studi putusan nomor
1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks)
E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penulusuran kepustakaan (library research)
yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang
memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Sebagai bahan
perbandingan, peneliti akan mengemukakan beberapa karya yang ditulis dalam
skripsi mereka.

Penelitian mengenai tindakan malapraktik medis telah dikaji oleh beberapa
peneliti, diantaranya penelitian tentang tanggungjawab pidana terhadap kelalaian
bidan yaitu Karuniawan,!’ dalam skripsinya mengkaji tentang bagaimana bidan
diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pelayanan
kesehatan, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada
masyarakat dan mengurangi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya
malapraktik.

Berbeda dengan Shafira'® yang mengkaji tentang malapraktik dari segi

pertanggungjawaban perdata. Dijelaskan bahwa pertanggungjawaban dalam

YSyarief Agung Karuniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap malpraktek Yang
Dilakukan Oleh Bidan”, Skripsi, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).
https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519., diakses 27 November 2023.

"Nadia Shafira, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Klinik Kecantikan
Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malpraktik”, Skripsi, (Medan: Universitas


https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519

14

hukum perdata terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau pelaku usaha (klinik
kecantikan) yang menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat dari kesalahan
atau kelalaian dalam melakukan tindakankecantikan maka dapat dituntut
pertanggungjawabannya sesuai dengan unsur dari KUHPerdata Pasal 1365, Pasal
1366, dan Pasal 1367. Pertanggungjawaban tersebut berupa ganti rugi atas
tindakannya kepada pasien tersebut, tidak hanya ganti rugi materil yang berupa
uang/barang namun juga ganti rugi immaterial dalam bentuk memberikan
pengobatan hingga wajah pasien kembali membaik seperti semula.

Selain itu pembahasan mengenai pertanggungjwaban malapraktik juga
dibahas oleh Gloria®® yang membahas suatu kasus konflik pada klinik kecantikan
di kota Semarang. Skripsi ini membahas akibat hukum dari pelayanan yang
ditawarkan oleh klinik kecantikan namun' hasil yang diinginkan tidak serupa
dengan apa yang ditawarkan kepada pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
klinik kecantikan di Semarang belum memberikan perlindungan kepada pasiennya
sebagai konsumen. Hal tersebut dapat dilihat bahwa belum adanya pengaturan
mengenai tanggungjawab klinik kecantikan dari kerugian yang dialami pasien.

Berdasarkan kajian diatas, maka penelitian yang dilakukan peneliti
memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti akan meneliti
tentang tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam atas tindakan malapraktik

kedokteran studi putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKks.

Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023). http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22534.,
diakses 27 November 2023.

19Olga Stephanie Gloria, “Perlindungan Hukum Klinik Pasien Kecantikan (Studi Kasus
Konflik Dalam Klinik Kecantikan Di Semarang)”, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri
Semarang, 2017). http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/30230., diakses 27 November 2023.


http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22534
http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/30230

15

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah dalam menyusun dan memahami secara
sistematis, maka kerangka penulis yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai
berikut.

Bab | berisikan pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah,
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian
pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Il berisikan tentang landasan teori yang memuat teori dasar penelitian
yang ada kaitannya dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana
Islam Atas Tindakan Malapraktik Kedokteran (Studi- Putusan Nomor
1441/Pid,Sus/2019/PN.Mks).

Bab 11 berisikan tentang metode penelitian.

Bab 1V berisikan mengenai jawaban atasan rumusan masalah. Dalam bab
ini membahas analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara
nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, dan tinjauan hukum pidana islam terhadap
putusan tersebut.

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari
hasil penelitian.

Daftar Pustaka.
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BAB I1
MALAPRAKTIK KEDOKTERAN DALAM HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
A. Malapraktik Kedokteran Dalam hukum Positif
1. Pengertian Malapraktik Kedokteran

Dokter secara operasional berarti seorang tenaga kesehatan yang
menjadi tempat pertama pasien berkonsultasi dengan dokternya untuk
menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tidak peduli jenis
penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat
mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi
dan kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, menggunakan prinsip
pelayanan yang efektif dan efisien. Serta menunjung tinggi tanggung jawab
profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah
sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan
kedokteran.?® Sedangkan pengertian dokter menurut Pasal 1 Nomor 2 Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dijelaskan bahwa
dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter
gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam
maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai
denganperaturan perundang-undangan.

Kemudian malapraktik medik dapat didefinisikan sebagai kelalaian atau

kegagalan seorang dokter untuk menggunakan keterampilan dan ilmu

®Djamali, dkk, Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien
(Jakarta; CV Abardin, 1988), him. 172.
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pengetahuan yang biasanya dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang
cedera pada tingkat yang sama. Dalam praktiknya, banyak hal yang dapat
dianggap sebagai malapraktik, termasuk diagnosis yang salahatau terlambat
karena kurang lengkapnya pemeriksaan, pemberian terapi yang sudah
ketinggalan zaman, kesalaan teknis waktu melakukan pembedahan, salah dosis
obat, salah metode tes atau pengobatan, perawatan yang tidak tepat, kelalaian
dalam pemantauan pasien, kegagalan komunikasi, dan kegagalan peralatan.
Malapraktik medik adalah bentuk dari kelalaian seorang dokter, yang
dimaksud dengan kelalaian disini berarti sikap kurang hati-hati, yaitu tidak
melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan
wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati
tidak akan -melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula
dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik.?*
Dalam praktik kedokteran sehari-hari,  dokter harus selalu
mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dari akibat tindakan yang
dilakukannya, dan sekaligus melakukan upaya pencegahan bila mungkin dan
menyiapkan upaya penanggulangannya apabila resiko tersebut tidak dapat
dihindarkan. Karena bila resiko tersebut benar-benar terjadi, bahkan jika dokter
telah  memperhitungkan akibat dari tindakannya dan juga telah
mempertimbangkan sebaik-baiknya, tetapi jika ia lalai tidak menyiapkan upaya
penanggulangannya atau pencegahannya tehadap resiko yang bisa

menimbulkan bahaya terhadap pasiennya, hal semacam demikian dianggap

2! Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan (Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007), him. 97.
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dokter telah melakukan kelalaian. Menurut Hendrojono Soewono, hanya

kelalaian besar saja yang dianggap pidana dalam konteks pelayanan kesehatan.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa tidak setiap kelalaian yang dilakukan dokter

dapat dihukum, tetapi kelalaian itu harus sedemikian rupa sifatnya sehingga

dapat digolongkan sebagai tindakan kurang hati-hati, sembrono, atau acuh
terhadap kepentingan orang lain.

Tanggung jawab hukum yang terjadi yang berkaitan dengan
pelaksanaan profesi sebagai seorang dokter, masih dapat dibedakan antara:

1. tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat dalam
keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang
KODEKI; dan

2. Tanggung. jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum
dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) serta hukum acaranya (KUHAP), KUHPerdata, Undang-Undang
perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan dan Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2009 tentang praktik
kedokteran.

Dalam hal tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang dokter
dalam menjalankan profesinya, maka tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku dalam pelaksannan profesinya. didalam ketentuan-
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ketentuan hukum termuat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang

dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau profesinya.?

2. Unsur-Unsur Malapraktik Kedokteran

Dalam menentukan terjadinya malapraktik medis yang dilakukan oleh

seorang dokter haruslah memenuhi empat buah unsur yang dikenal dengan 4D

yaitu:

Unsur “Duty” (kewajiban): adanya kewajiban dokter yang tersirat
saat terbentuknya hubungan dokter dan pasien. Duty atau
kewajiban dapat berdasarkan perjanjian (ius contractu) atau
menurut “undang-undang (ius delicto) dan by-laws. Tidak ada
kelalaian jika tidak ada kewajiban untuk mengobati. Hal ini berarti
bahwa harus ada hubungan hukum antara pasien dan dokter/ rumah
sakit. Dengan adanya hubungan hukum maka implikasinya adalah
bahwa sikap tindak dokter/ perawat rumah sakit itu harus sesuai
dengan standarpelayanan medis agar pasien jangan Ssampai
menderita cedera karenanya. Hubungan pasien dokter/ rumah sakit
itu harus ada pada saat peristiwa itu terjadi. Kewajiban dokter
untuk bekerja berdasarkan standar profesi dan memberikan
informasi yang cukupdan dimengerti sebelum mengambil tindakan

(informed consent). Informasi tersebut mencakup antara lain,

?Kevin GY Ronoko, “Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktik
Kedokteran Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia”, Lex Crimen, Vol. IV, No. 5.
(2015), him. 87-89. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/9001., diakses 2 mei

2024,


https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/9001
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resiko yang melengkat pada tindakan, kemungkinan timbul efek
samping, alternatif lain, dan apabila terjadi kegawatdaruratan.
Unsur “Breach Of Duty/ Derilect” (pelanggaran kewajiban):
penerapan patokan pelayanan dan pelanggarannya, suatu pelayanan
dibawah standar. Apabila sudah ada kewajiban maka dokter/
perawat rumah sakit harus bertindak sesuai dengan standar profesi
yang berlaku. Jika terdapat penyimpangan dari standar tersebut
maka ia dapat dipersalahkan. Bukti adanya suatu penyimpangan
dapat diberikan melalui saksi ahli, catatan-catatan pada rekam
medis, kesaksian perawat, dan bukti-bukti lain. Apabila kesalahan
atau kelalaian itu sedemikian jelasnya, sehingga tidak diperlukan
kesaksian ahli lagi, maka hakim dapat menerapkan doktrin Res
ipsa loquitur. Tolak ukur yang dipakai secara umum adalah sikap
tindak seorang dokter yang wajar dan setingkat didalam situasi dan
keadaan yang sama.

Unsur “Damage” (Kerugian/ kerusakan): Timbulnya kerugian yang
dapat dituntut ganti rugi. Unsur ketiga untuk penuntutan
malapraktik medis adalah cedera atau kerugian yang diakibatkan
pada pasien. Walaupun seorang dokter atau rumah sakit dituduh
telah berlaku lalai, tetapi jika tidak sampai menimbulkan luka/
cedera/ kerugian kepada pasien, maka ia tidak dapat dituntut ganti

kerugian. Istilah luka tidak saja dalam bentuk fisik, namun
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kadangkala juga termasuk dalam artigangguan mental yang hebat.
Juga apabila terjadi pelanggaran terhadap privasi orang lain.

4. Unsur “Direct Causation” (hubungan sebab akibat): hubungan
kausal antara pelanggaran terhadap layanan standar dengan
kerugian yang diadukan. Untuk sebuah kelalaian dikatakan
malapraktik medis, maka harus ada hubungan kausal yang wajar
antara sikap tindak tergugat (dokter) dan kerugian yang diderita
oleh pasien sebagai akibatnya.”®

Salah satu doktrin mengatakan “A man is the master of his own body”,

menjadi hal yang harus menjadi perhatian utama berkaitan dengan pencegahan
suatu malapraktik medis. Kalimat ini dilontarkan pada putusan hakim dalam
kasus Nateson melawan Kline yang sangat dikenal dengan penanganan kasus
malapraktik ~medik. Doktrin ini mengatakan bahwa dokter tidak dapat
melakukan tindakan medis dengan sesuka hatinya meskipun berdasarkan
pertimbangan benar dan pasien sangat membutuhkan kesembuhan darinya.
Sehingga secara nyata diperlukan adanya pengesahan dari pihak pasien
sebelum seorang dokter melakukan suatu tindakan apapapun. Dan ini

dibutuhkan pembuktian berupa surat pernyataan dari pihak pasien yang dikenal

ZGunawan Widjaja dan M Hafiz Aini, “Mediasi Dalam Kasus Malpraktik Medis
(Kedokteran)”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. I, No. 6, (2022), him. 1400-14001.DOlI:
https//doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i6.1506., diakses 2 Mei 2024.
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dengan nama ”informed consent” (persetujuan tindakan medik) dan “informed
refusal” (penolakan tindakan medik).?*
3. Hak Kewajiban Dokter Dan Pasien
a. Hak dan kewajiban dokter
Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, begitu pula dengan hak
dan kewajiban yang berkaitan dengan pihak lain atau orang lain. Hak-hak
pasien dalam dalam kontrak terapeutik merupakan kewajiban dokter,
sedangkan hak-hak dokter dalam kontrak terapeutik merupakan kewajiban-
kewajiban pasien. Di dalam pasal 50 Uundang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang praktik kedokteran dijelaskan bahwa dokter atau dokter gigi
dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:
1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar profesi atau standar prosedur operasional.
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar
prosedur operasional.
3. Memperoleh informasi yang lengkap dari pasien atau keluarganya.
4. Menerima imbalan jasa.
Dan di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang praktik kedokterandijelaskan bahwa dokter atau dokter gigi dalam

melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

*Djuharto S Susanto, “Review Of Medical Malpractice In Indonesia (Responsibilitive
Linkages Between The Lecture On Medical Law And The Medical Practice)”, Jurnal Widya
Medika, Vol. 1, No. 1, (2013), him. 62. DOI: https://doi.org/10/33508/jwm.v1i1.842., diakses 3
Mei 2024.


https://doi.org/10/33508/jwm.v1i1.842
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1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian
atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau pengobatan.

3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan
juga pasien tu meninggal dunia.

4. Melaukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila ia
yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokteran atau kedokteran gigi.

Selain hak-hak mengenai pelaksanaan tindakan medis kepada
penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien), dokter juga memiliki hak
menolak memberi kesaksian tentang pasiennya seperti yang diatur dalam
pasal 170 KUHAP:

a) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban
untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang
dipercayakan kepada mereka.

b) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintan
tersebut.

Dokter dapat menolak melakukan tindakan medis tertentu apabila ia

tidak dapat mempertanggungjawabkannya secara profesional. Contohnya
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yaitu dapat menolak memberikan resep obat atau tindakan pengobatan yang
bukan merupakan kompetensinya. Dokter mempunyai hak untuk melakukan
rujukan kepada rekan seprofesinya apabila ia tidak berkeompetensi bila
memberikan tindakan medis yang diperlukan untuk pasien. Namun ada
pengecualian dimana saat dokter memberikan pertolongan, misalnya saat
keadaan darurat, dan tidak ada dokter lain di daerah tersebut yang dapat
dimintakan bantuannya. Selain itu, dokter juga mempunyai hak untuk
menolak tindakan medis yang diinginkan pasien bila melanggar hati
nuraninya, contohnya saat pasien meminta untuk dilakukan euthanasia
tanpa indikasi medis yang tepat (secara illegal).

Dokter juga berhak untuk menolak pasien apabila tidak ada alat
proteksi diri- (APD) yang memadai, contohnya dokter menolak pasien
COVID-19 yang belum divaksin dan dokter tersebut tidak memiliki
perlengkapan APD. Hal ini dapat dilakukan oleh dokter, dikarenakan dokter
dapat menyerahkan pekerjaannya atau melepas tanggung jawabnya sebagai
dokter kalau tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak bisa sesuai dengan
SOP.

Dokter dalam melaksanakan tindakan medis memiliki tanggung
jawab dan kewajiban menjalankan kewenangannya sesuai dengan
kompetensi. Bila standar profesi dilanggar sehingga pasien menderita

penyakit/kecacatan baru, dokter dapat dikenakan sanksi pidana jika unsur
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pidana terpenuhi dan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin

praktik.?®

b. Hak Dan Kewajiban Pasien

Dalam KODEKI terdapat pasal-pasal tentang kewajiban dokter

terhadap pasien yang merupakan pula hak-hak pasien yang perlu

diperhatikan. Pada dasarnya hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

a.

Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara

wajar.

. Memperoleh pelayan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar

profesi kedokteran.
Memperoleh penjelsan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang

mengobatinya.

. Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat

menarik diri dari kontrak terapeutik.
Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya.

Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.

. Dirujuk ke dokter spesialis kalau diperlukan, dan dikembalikan kepada

dokter yang merujuknya setelah sesuai konsultasi atau pengobatan untuk

memperoleh perawatan atau tindak lanjut.

. Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi.

BFlorentina Dewi Pramesuari dan Antonius Sarwono Sandi Agus, “Hak Dan

Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis”, Jurnal Hukum dan HAM West
Science, Vol. 02, No. 09, (2023), him. 706-709. DOI: https://doi.org/10.58812/jhws.v2i09.595.,
diakses 4 Mei 2024.


https://doi.org/10.58812/jhws.v2i09.595
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i. Memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan rumah sakit.

J. Berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lain-
lainnya yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit.

k. Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat,
pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan Rontgen, Ultrasonografi (USG),
CT-scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan debagainya (kalau
dilakukan) biaya kamar bedah, kamar bersalin, imbalan jasa dokter dan
lain-lainnya.

Dari uraian diatas jelas bahwa hak memperoleh informasi atau
penjelasan merupakan hak asasi pasien yang paling utama bahkan dalam
tindakan-tindakan khusus diperlukan persetujuan tindakan medik yang
ditandatangani oleh pasien dan atau keluarganya.”®

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang praktik kedokteran bahwa pasien dalam menerima
pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis.

2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.

3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.

4. Menolak tindakan medis.

5. Mendapat isi rekam medis.

Selain memiliki hak-hak, pasien juga memiliki kewajiban seperti

yang dijelaskan di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

%M Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 3
(Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), him. 47.
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tentang praktik kedokteran dijelaskan pula kewajiban yang melekat pada
pasien yaitu:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang kesehatannya.

2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.

3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelyanan kesehatan.

4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Antara hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan medis harus
berjalan seiring dan merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan
yang lainnya. Meskipun dalam kenyataannya tidak sedikit pasien yang
hanya menuntut hak dalam pelayanan medis, namun lalai dalam
melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga pelayanan kesehatan yang
diterimanya menjadi tidak optimal. Salah satu penyebab tidak berjalannya
hak dan kewajiban pasien secara selaras adalah kurangnya pemahaman akan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam suatu hubungan medis antara
pasien dan dokter. Dibutuhkan upaya komunikasi, informasi serta edukasi
yang intens, terbuka, jujur dan adil dalam menjembatani kesenjangan
pengetahuan pasien akan hak dan kewajibannya dalam pelayaan medis di
rumah sakit. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang
rumah sakit menyebutkan bahwa setiap pasien mempunyai kewajiban

terhadap rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya. Dan dalam Pasal 26
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Permenkes Nomor 4 Tahun 2018, disebutkan beberapa kewajiban pasien
sehubung dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya di rumah sakit.?’
4. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola
hubungan vertikal paternalisitik seperti antara bapak dengan anak yang
bertolak dari prinsip “father knows best” yang melahirkan hubungan yang
bersifat paternalisitik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi
dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan
kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia
merasa sakit, dan ‘dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu
menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter
dianggap lebih tinggi oleh pasien dan perannya lebih penting dari pada
pasien.”®
Menurut Bahder Johan Nasution hubungan dokter dengan pasien
merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak
dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa
dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang
berbeda, kekhususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini melakukan
upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Menurut hukum, objek dalam

transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang

2’Ampera Mattipanna, Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek
kedokteran (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), him. 98-99.

%Mustajab, “Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam
Pelayanan Kesehatan”, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Vol. 4, No. 4, (2013), him. 2.
http://www.neliti.com/publications/146294/analisis-yuridis-hubungan-hukum-antara-dokter-dan-
pasien-dalam-pelayanan-kesehatan., diakses 4 Mei 2024.
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tepat untuk kesembuhan pasien. Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam
transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri, yaitu
dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis
dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.?

Hubungan dokter dengan pasien adalah bentuk dari perjanjian upaya
(inspanningverbintennis) dimana pasien mengharapkan dokter untuk
melakukan tindakan tertentu dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya.
Dalam hubungan dokter dengan pasien terdapat 3 macam hubungan, yaitu:

1. Hubungan Medis
Dalam hubungan' ini kedudukan dokter dan pasien tidaklah seimbang,
dimana dokter memiliki kemampuan di bidang kedokteran sedangkan
pasien adalah orang yang memerlukan kemampuan tersebut untuk
menyembuhkan penyakit yang dideritanya, demi kesembuhannya, pasien
diharapkan untuk mematuhi semua nasihat dan petunjuk dokter. Dasar dari
hubungan ini adalah kepercayaan pasien atas kemampuan yang dimiliki
dokter, bahwa dengan kemampuan dalam bidang kedokterannya dokter
dapat menyembuhkan penyakit pasien. Pasien dalam hubungan ini menaruh
tingkat kepercayaan pada dokter.

2. Hubungan Moral
Dalam hubungan ini peran dokter adalah sebagai penyembuh dan pasien
sebagai pihak yang membutuhkan penyembuhan. Dalam norma moral

ditekankan tentang kewajiban moral terhadap pihak lainberkaitan dengan

®Yussy A Mannas, “Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab
Dokter Dalam Penyelenggaraan Kesehatan”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 6, No. 1, (2018), him. 168.
DOI: 10.15408/jch.v6i1.8274., diakses 4 Mei 2024.
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perannya dalam masyarakat. Maka sesuai dengan peran yang diembannya
tersebut dokter mempunyai kewajiban moral untuk menolong orang yang
membutuhkan bantuannya.
3. Hubungan Hukum

Dalam hubungan hukum secara perdata terjadinya hubungan apabila ada
perikatan sebelumnya. Antara dokter dan pasien terjadi perjanjian terapeutik
dimana dokter sebagai pemberi jasa. Maka dalam hubungan hukum ini, bila
terjadi kelalaian oleh pihak dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban
secara perdata.

Pada kasus pengobatan untuk penanganan penyakit ataupun penyehatan
kondisi seseorang, dokter berada pada posisi superior. Mulai sejak penentuan
jenis pengobatan samapai pemilihan obat. Pasien hampir tidak memiliki reaksi
yang signifikan pilihan dokter tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa relasi
antara dokter dan pasien adalah relasi yang tidak seimbang. Kendati yuridis
formal hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan antara subjek hukum
yang kedudukannya sederajat, namun secara sosio psikologis hubungan dokter
dan pasien tidak seimbang.

Hukum kedokteran yang bertolak dari UU No. 29 Tahun 2004 tentang
praktik kedokteran. Dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa: “praktik
kedokteran dilaksanakan berasaskan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan,
keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.” Perlindungan dan
keselamatan  pasien menunjukkan bahwa pasien wajibdiberikannya

perlindungan baik perlindungan terhadap fisiknya maupun jiwa dari pasien
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tersebut. Pernyataan ini merupakan salah satu bagian dari sumpah dokter yang
tercantum pada pasal 10 kode etik kedokteran yang berbunyi “setiap dokter
harus senantiasa mengingatkan akan kewajibannya melindungi hidup makhluk
insani.”

Hubungan dokter dan pasien bersumber pada kepercayaan pasien
terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan
medis (informed consent) yaitu persetujuan pasien untuk menerima upaya
medis yang akan dilakukan terhadapnya. Selanjutnya informed consent ini
diatur dalam permenkes Nomor 290/MENKES/PER/IN1/2008 tentang
persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan tindakan medik ini dilakukan
setelah pasien. mendapat segala informasi dari dokter mengenai upaya medis
yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya termasuk memperoleh informasi
tentang segala resiko yang mungkin akan terjadi.

Namun pada kondisi lain yang memungkinkan hubungan hukum antara
dokter dan pasien adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk
segera mendapatkan pertolongan dari dokter. Dalam kondisi seperti ini dokter
bolen melakukan apa yang disebut dengan zaakwaarneming sebagaimana
diatur dalam pasal 1354 BW, yaitu suatu bentuk hukuman hukum yang timbul
bukan karena adanya “persetujuan tindakan medis” terlebih dahulu, melainkan

karena adanya keadaan yang memaksa atau keadaan darurat.*

%Retno Harjanti Hartiningsih, “Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien”,
Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 14, No. 1, (2020), hlm. 55-57. DOI:
https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i1.88., diakses 4 Mei 2024.
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5. Sanksi Pidana Malapraktik Kedokteran

Dalam perundang-undangan di Indonesia, belum ada satupun
pembatasan yang jelas mengenai terminologi malapraktik. Dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahum 1992 tentang kesehatan maupun Undang-Undang
Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang yang baru
undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan maupun Undang-Undang Nomor
44 tentang rumah sakit tidak dimuat satupun penjelasan atau pendefinisian
secara spesifik mengenai istilah malapraktik. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang kesehatan pada pasal 54 dan 55 menggunakan istilah
“kesalahan/kelalaian”, sedangkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004
tentang praktik kedokteran pada pasal 1 dan pasal 4 menggunakan istilah
“kesalahan”. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menggunakan istilah
“kelalaian”, dan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah
sakit, salah satu hak pasien adalah menggugat dan/atau menuntut rumah sakit
apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan
standar baik secara perdata ataupun pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) hanya
mengatur apabila suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja biasa dan sengaja
yang direncanakan, serta kelalaian yang menimbulkan luka, luka berat, dan
kelalaian yang menyebabkan kematian.

Seperti contoh ketika seorang dokter melakukan pembedahan terhadap
seorang pasien, tetapi ternyata selesai pasien dibedah ada benda yang tertinggal

dalam tubuh pasien (bisa perban atau alat pemotong) sehingga menimbulkan
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kematian pada pasien. Akan tetapi tertinggalnya perban atau alat pemotong
dalam tubuh pasien itu dilakukan tidak dengan sengaja, akan tetapi karena
kelalaiannya atau karena kekurang hati-hatiannya dari dokter tersebut. Sebab
apabila tertinggalnya perban atau alat pemotong itu dilakukan dengan sengaja,
maka dokter itu bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) atau
pasal 340 KUHP (pembunuhan yang direncanakan).

Ketentuan pasal 338 KUHP menegaskan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Ketentuan pasal 340 KUHP menegaskan bahwa:

“Barangsiapa . dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu,
merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan
pidana mati atau. penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Kemudian dalam ketentuan pasal 359 KUHP menegaskan bahwa:
“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain
meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
kurungan satu tahun.”

Dan dalam ketentuan pasal 360 KUHP menegaskan bahwa:

1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain
mendapatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau pidana kurungan satu tahun.
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2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain
luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak
dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling
lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus
rupiah.

Rumusan pasal 360 ayat (1) dan (2) ini, hampir sama dengan rumusan
pasal 359. Bedanya terletak pada akibat dari perbuatan pelaku. Kalau pada
pasal 359 akibatnya adalah meninggal dunia, tapi dalam pasal 360 ayat (1)
akibatnya adalah orang (pasien) luka berat, sedangkan dalam ayat (2) akibatnya
adalah luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau
tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Delik pasal
359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berwenang
melakukan penyidikannya adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
sebagaimana diatur dalam KUHAP: “penyidik adalah pejabat polisi negara
republik Indonesia”.**

Sedangkan jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang praktik kedokteran, begitu pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan tidak ada secara limitatif dan rinci memberi batasan tentang tindakan

malapraktik. Adapun satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang

$'Syamsul Bachri dan Nurnaeni, “Analisis Sanksi Pidana Malpraktek Dokter Dalam
Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Berita Kesehatan, Vol. XV, No. 1, (2022), him. 102. DOI:
https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.84., diakses 7 Mei 2024.
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malapraktik adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 yang telah

dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1992.

Meskipun tidak secara limitatif memberi rumusan terhadap
malapraktik, namun di dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 53 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 disebutkan mengenai kesalahan dan kelalaian dokter,
sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, ketentuan yang mengatur tentang
tindakan dokter yang berindikasi kesalahan dan kelalaian yang dapat berakibat
pada timbulnyapenderitaan terhadap pasien dapat dilakukan dengan pengajuan
ganti rugi, sebagaimana diatur pada pasal 58.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009:

1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga
kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian
akibatkesalahan atau  kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang
diterimanya.

2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau

pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
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3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.*

Ketentuan diatas tidak hanya mengindikasikan bahwa pengajuan ganti
rugi hanya dilakukan apabila terdapat kelalaian dokter dalam melakukan
tindakan medis terhadap pasien, melainkan juga terhdap kesalahan yang
dilakukan dengan sengaja oleh seorang dokter dalam tindakannya untuk
melayani pasien yang membutuhkan diagnosis medis.

Pengaduan terhadap adanya dugaan sengketa medis atau malapraktik
juga tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
praktik kedokteran, ayat (1) menyatakan apabila seseorang mengetahui ataupun
merasa dirugikan akibat dari tindakan dokter ketika melaksanakan praktik
kedokteran dapat  mengadukan kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia secara tertulis. Pengaduan ini tidaklah menghilangkan
hak seseorang untuk dapat mengadukan adanya dugaan tindak pidana pada
pihak berwenang dan/atau melakukan gugatan kerugian perdata di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa apabila seseorang merasa
dirugikan terhadap tindakan kedoktean maka dapat mengadukan kepadaa ketua
MKDKI. Kata “dapat” yang tercantum dalam ayat (1) tersebut dapat memilki
makna bahwa pengaduan terhadap MKDKI tersebut mungkin saja dapat

dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sesuai pada pasal 66 ayat (3) Undang-

*Risma Situmorang, Tanggungjawab Hukum Dokter Dalam Malapraktik (CV Cendikia
Press, 2020), him. 59-96.



6.

37

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyatakan bahwa
pengaduan terhadap ketua MKDKI tersebut tidak menutup kemungkinan bagi
pihak yang dirugikan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pada
pihak yang berwenang atau menuntut kerugian ke pengadilan. Hal ini para
pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan kedokteran dapat langsung
membuat pengaduan ke lembaga peradilan.®®

Teori Asas Pemidanaan

1. Asas Legalitas Formal

Asas legalitas berbunyi “Nullum delictum nulla poena sine praevia
lege poenali” yang berarti bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana
sebelum ada peraturan yang merumuskan bahwa perbuatan itu dapat
dipidana. Asas legalitas ini tidak hanya menyatakan bahwa suatu perbuatan
tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah ditetapkan oleh
(undang-undang) sebelum perbuatan itu dilakukan, tetapi juga menyatakan
bahwa tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa diancam oleh undang-

undang sebelumnya.

. Asas Legalitas Materiil

Dalam KUHP Indonesia, menurut Barda Nawawi Arief, asas
legalitas dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

a) Apabila asas legalitas dilihat sebagai masalah ruang berlakunya hukum

pidana, maka muncul masalah (a) Asas Lex Temporis Delicti atau asas

non retroaktif; dan (b) masalah retroaktif.

%K astania Lintangdkk, “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Dalam Penyelesaian Sengketa Medis”, Volkgeist, Vol. 4, No. 2, (2021), him. 174-175. DOI:
https://doi.org/10.24090/volkgeist.v4i2.5267., diakses 7 Mei 2024.
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b) Apabila dilihat sebagai masalah “sumber/ dasar hukum (dasar legalisasi
dan dasar kriminalisasi) maka muncul permasalahan: (a) apakah sumber
hukum hanya undang-undang? (b) apakah sumber hukum yang hidup
(tidak tertulis) dapat menjadi suber hukum?

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa asas legalitas dalam arti asas

berlakunya aturan perundang-undangan secara non retroaktif dalam KUHP

tidak mengalai perubahan sampai saat ini, perkemmbangan masalah
retroaktif muncul dalam perundang-undangan diluar KUHP. Sementara itu
dalam hal asas legalitas dilihat sebagai masalah sumber/ dasar hukum untuk
menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (sebagai dasar
kriminalisasi), dalam perkembangan setelah Indonesia = merdeka,
dimunculkan kembali hukum yang hidup atau hukum adat sebagai sumber
hukum, sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, hukum yang hidup

(hukum tidak tertulis) tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

. Asas Sifat Melawan Hukum Formal dan Sifat Melawan Hukum Materiil

Berlakunya asas sifat melawan hukum ini didasarkan pada fakta
bahwa perbuatan pidana yang pada dasarnya bertentangan dengan hukum,
tidak peduli apakah itu diatur atau tidak dalam perundang-undangan,
asalkan perbuatan itu merugikan dan melukai rasa keadilan masyarakat,
maka perbuatan itu bersifat melawan hukum.

. Asas Kesalahan (Principle of Culpability/ Blameworthiness)

Sanksi pidana diberikan sebagai bukti adanya pencelaan bahwa

pelaku telah melakukan perbuatan yang salah atau kesalahan, oleh karena
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itu, sanksi pidana dapat dianggap sebagai penyampaian pencelaan kesalahan
pelaku atas perbuatan yang dia lakukan. Menurut Ian Ramelink, “kesalahan
adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar
etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap mansia yang melakukan
perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.

5. Asas Proporsionalitas (Principle of Proportionality) dan asas keadilan
(Fairness/ Justice Principle)

Asas proporsinalitas atau principle of proportionality mengandung
arti bahwa hukuman yang sesuai dengan kejahatan, mengatakan bahwa
hukuman harus sebanding dengan tingkat tindak pidananya atau beratnya
kejahatan atau kesalahan pelaku atau dikenal dengan prinsip the punishment
fitting to the crime.

6. Asas Tanpa Diskriminasi dan Asas Persamaan di Muka Hukum (Principle
of Non Discriminatiory/ Equality Before The Law)

Non diskriminatif merupakan sebuah kunci dari asas persamaan di
hadapan hukum. Diskriminasi adalah hal vyang salah, karena
memperlakukan seseorang berdasarkan atribut tertentu berbeda dari yang
lain. Equality before the law menyatakan bahwa semua orang mempunyai
kedudukan yang sama dala hal hukum dan prosesnya.*

B. Malapraktik Kedokteran Dalam Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari figh jinayah yang

merupakan salah satu dari enam cabang ilmu figh dalam hukum Islam. Keenam

*Umi Rozah Aditya, Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori
Pemidanaan (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015), him. 54-111.
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cabang figh tersebut yaitu figh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, figh
siyasah, dan mawaris. Secara berurutan, keenam macam figh tersebut adalah
hukum Islam di bidang ibadah, muamalah atau hubungan interaksi sosial
kemasyarakatan dan bisnis, pernikahan, pidana politik, serta waris. Sedangkan arti
dan pengertian dari hukum pidana Islam atau figh jinayah adalah ilmu tentang
hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-quran dan hadis
tentang kriminalitas yang berkaitan dengan kemanan jiwa (nyawa) dan anggota
tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan [nasab],
dan harta) maupun tidak.®

Dalam literatur lain menyatakan pengertian jinayah atau jarimahtidak
berbeda dengan pengertian dari tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam
hukum positif (pidana). Sebagian ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata
jinayah untuk jarimahyang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang
saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata jinayah ialah perbuatan yang
dilarang oleh syara’, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.*

Di  dalam hukum pidana Islam juga dijelaskan tentang
pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yaitu mengenakan
hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau
menimbulkan keadaan yang terlarang. Mempertanggungjawabkan seseorang
dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada

perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban

*Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), him. 12.
% Rais Ahmad, Formulasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), him. 123.
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pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan
dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan
ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya
dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.*’

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana disebut dengan
mas ‘uliyah al-jinayah. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah
pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan
sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Untuk menetapkan mas ‘uliyah al-jinayah kepada seseorang harus
terpenuhi unsur-unsurnya atau rukunnya. Terdapat tiga unsur umum yang harus
dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana (mas ulivah al-jinayah) yakni rukun
Syar’i, rukun Adabi, rukun Madani. Pertama, rukun Syar i atau unsur formil yaitu
terdapat nash yang melarang perbuatan dan terdapat ancaman hukuman bagi yang
melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Kedua, rukun Madani atau unsur
materiil yaitu adanya tingkah laku nyata atau perbuatan-perbuatan, maupun sikap
tidak berbuat dari pelaku. Ketiga, rukun Adabi atau unsur moril, yaitu pelaku
merupakan seorang mukallaf atau berakal sehat rohani dan jasmani, pelaku dapat
membedakan perbuatan yang benar dan yang salah serta mengetahui akibat dari
perbuatannya tersebut.®

Mengenai malapraktik di dalam hukum Islam tidak menggunakan istilah
malapraktik medik. Namun, para ulama telah lama membahas masalah ini.

Metode giyas mengatakan bahwa malapraktik medik sama dengan pelanggaran

¥Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2006), him. 4.
*®Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), him. 16.
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hukum yang berdampak negatif pada orang lain. Di dalam undang-undang Islam,
istilah jarimah berarti larangan syara’ yang diancam dengan hukuman hadd atau
ta’zir oleh Allah. Sementara hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak
ditemukan dalam Al-Quran atau sunnah Rasul. Hukuman hadd adalah
hukumanyang ditemukan dalam Al-Quran atau sunnah Rasul, penguasa memiliki
wewenang untuk menetapkan hukuman ta’zir.*

Di dalam Islam jauh beberapa abad yang lalu sebelum adanya ilmu
kedokteran modern dan rumusan tentang malapraktik dan aturan-aturannya,

agama Islam sudah lebih dahulu meletakkan konep dasar malapraktik, hal ini

sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

S SRl (5 2L A gl Ay s e

Artinya:
“Barangsiapa yang praktik menjadi- dokter dan sebelumnya tidak diketahui
memiliki keahlian, maka ia bertanggung jawab.” (Hadis Riwayat An-Nasa’i, Abu
Dawud, Ibnu Majah dan yang lain)*

Ulama sekaligus dokter terkenal di zamannya, Ibnu Qayyim Al-Jauziya

berkata,

Ban 4 & oz Ly cabesy Il e ol 1305 aldl el e Oladall o4l

%K hairizah Afifah dkk, “Malpraktik Dalam Hukum Islam”, Jurnal Pendidikan Tambusai,
vol. 8, No. 1, (2024), him. 974. DOI: https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12493., diakses 9 Mei
2024.

“Eva Savariah dan Tajul Arifin, “Malapraktik Medis Dalam Perspektif Hadits Riwayat
Abu Dawud Dan Pasal 58 UU No 36 Tahun 2009; Studi Perbandingan”, SHAUTUNA: Jurnal
llmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 5, No. 1, (2024), him. 220. DOI:
10.2452/shautuna.v5i1.37514., diakses 28 Juni 2024.


https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12493
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“Maka wajib mengganti rugi [bertanggung jawab] bagi dokter yang bodoh jika
melakukan praktek kedokteran dan tidak mengetahui/ mempelajari ilmu

kedokteran sebelumnya.”

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

Oly ¢ o ol Lb O slgws ¢ Lzt ¥ g9 leliall oo aslis blay O 4=y |2 Y
56 Wt gl g o b Gl e s e L35 Ly L £ s el e T2
J ol
“Tidak boleh bagi seseorang melakukan praktek pekerjaan dimana ia tidak
mumpuni dalam hal tersebut. Demikian juga dengan praktek kedokteran dan
lainnya. Barangsiapa lancang melanggar maka ia berdosa. Dan apa yang
ditimbulkan dari perbuatannya berupa hilangnya nyawa dan kerusakan anggota
tubuh atau sejenisnya, maka ia harus bertanggung jawab.”
Al-Khathabi berkata,
Y Shes of Lle bladdly Ll 057 (b Gl el 1,3 bl 0F 3 B el Y
Oady Uy :\MW Y 4V 3 ae bing (@l RISt P PY RN ﬁj: 13 (dxze dbyay
wble Jo slgadl iale Jg 3 Cadasll by 2y 1) 03]
“Saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam pengobatan apabila
seseorang melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan mudharat pada pasien,
maka ia harus menanggung ganti rugi. Orang yang melakukan praktek

[kedokteran] yang tidak mengetahui ilmu dan terapannya, maka ia orang yang
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melampaui batas. Apabila terjadi kerusakan akibat dari perbuatannya, maka ia
harus bertanggung jawab dengan mengganti diyat.”**

Malapraktik atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan dapat dianggap
sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran
surah Al-Maidah ayat 32.%

Dalam pandangan hukum Islam perbuatam malapraktik digolongkan
kedalam dua kategori tindak pidana. Apabila dalam tindak pidana ini didasarkan
pada berat ringannya akibat menimpa sasaran atau objek dari tindak pidana
tersebut, maka dapat dikategorikan kepada tindak pidana atas selain jiwa.
Sedangkan apabila tindak pidana profesi kedokteran didasarkan kepada niat dari
pelaku dan mengakibatkan kematian pada korban, maka dapat dikategorikan
kedalam pembunuhan karena kesalahan (jarimah pembunuhan). Sedangkan yang
disebut dengan tindakpidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti
orang lain yang mengani badannya tetapi tidak sampai menghilangkan
nyawanya.*

Ada beberapa bentuktanggungjawab yang harus ditanggung pelakunya
apabila tuduhan malapraktik telah dibuktikan. Bentuk-bentuk tanggungjawab

tersebut adalah

1. Qishash

* Anonim, “Malpraktek Sudah Diatur Islam Sejak Dahulu”,
https://muslimafiyah.com/malpraktek-sudah-diatur-islam-sejak-dahulu.html., diakses 8 Mei 2024.

*Ramadhanu Putra, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Malpraktik Dalam Hukum Pidana
Positif Dan Hukum Pidana Islam”,
https://www.kompas.com/ramadhanputra7036/64565e354addee799d7e2253/sanksi-pidana-bagi-
pelaku-malpraktik-dalam-hukum-pidana-positif-dan-hukum -pidana-islam., diakses 8 Mei 2024.

*Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him.179.


https://muslimafiyah.com/malpraktek-sudah-diatur-islam-sejak-dahulu.html
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Qishash ditegaskan jika terbukti bahwa dokter melakukan tindakan
malapraktik sengaja untuk menimbulkan bahaya (i’tida’), dengan
membunuh pasien atau merusak anggota tubuhnya, dan memanfaatkan
profesinya sebagai pembungkus tindak kriminal yang dilakukannya.

2. Dhaman (tanggungjawab materiil berupa ganti rugi atau diyat)

Bentuk tanggungjawab ini berlaku untuk bentuk malapraktik berikut:

a. Pelaku malapraktik tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak
mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.

b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah, tapi
terjadi kesalahan tidak sengaja.

c. Pelaku memiliki keahlian, nmengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi tidak
mendapat ijin dari pasien, wali pasien atau pemerintah, kecuali dalam
keadaan darurat.

3. Ta’zir berupa hukuman penjara, cambuk, atau yang lain.

Ta zir berlaku untuk dua bentuk malapraktik:

a. Pelaku malapraktik tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak
mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.

b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.**

C. Pengertian Jarimah Al-Jahr Al-Khata’ (Tindak Pidana Penganiayaan Tidak
Sengaja)
Pengertian penganiayaan dalam hukum pidana Islam atau yang disebut

dengan jinayah 'ala ma duna al-nafs adalah setiap perbuatan menyakiti yang

*Ricka Kusmayanti  Heriyanto,  “Malpraktek =~ Menurut  Syariat  Islam”,
https://www.scribd.com/doc/70521233/Malpraktek-Menurut-Syariat-Islam., diakses 9 Mei 2024


https://www.scribd.com/doc/70521233/Malpraktek-Menurut-Syariat-Islam.,%20diakses
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mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Menurut
Abdul Qadir Audah, bahwa pengertian tindak pidana penganiayaan adalah setiap
perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai
menghilangkan nyawanya, dan sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh
Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan
melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan,
pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih
tetap tidak terganggu.

Perbuatan menganiaya orang lain merupakan perbuatan yang keji dan
termasuk dosa besar yang telah dilarang oleh Allah SWT adapun larangan Allah
SWT tentang penganiayaan dalam Al-Quran surah' Al-A’raaf ayat 33 Dan di
dalam surah An-Nahl ayat 90.%

Suatu jarimah penganiayaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa
unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain

b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang

diizinkan.

c. Perbuatan ditinjau dari segi niatnya.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut diatas, maka dapatlah
dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh
syariat dan barangsiapa melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan,

karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan jarimah penganiayaan.

*Abdul Rahman dkk, “Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut
Hukum Pidana Islam”, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol. 3, No. 2, (2018),
him. 139-140. DOI: https://doi.org/10.22373/petitav3i2.49., diakses 9 Mei 2024.


https://doi.org/10.22373/petitav3i2.49
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Menurut Adam Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai
berikut:
a) Adanya kesengajaan.
b) Adanya perbuatan
c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
2. Luka pada tubuh.*®
Adapun hukuman dari penganiayaan tidak disengaja adalah:
1) Hukuman pokok adalah diyat
Terdapt dua macam bentuk diyat, yaitu diyat kamilah (sempurna) dan diyat
nagisah (diyat tidak sempurna). Bentuk hukuman penganiayaan adalah diyat,
jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali,
masing-masing diyat sempurna yaitu membayar 100 ekor unta. Sedangkan
diyat tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang
sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh dan berlaku baik anggota badan yang
tunggal maupun berpasangan, maka diyatnya diperhitungkan sesuai dengan
anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya jika mata satu yang cacat/ rusak,
maka diyatnya membayar 50 ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku
diyat sempurna ada empat macam yaitu:

1. Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan kemaluan.

* Alfan Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam”,
Al-Qanun, Vol. 20, No. 1, (2017), him. 191-192.
https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/ganun/article/download/632/511/1767., diakses 10 Mei
2024,


https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/632/511/1767
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2. Anggoda badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir,
payudara, dan pinggul.
3. Anggota badan yang terdiri dari dua pasang; kelopak, bulu mata.
4. Anggota badan yang terdiri dari lima pasang atau lebih; jari tangan,
jari kaki, dan gigi.
2) Hukuman pengganti adalah za zir.*’
PengertianTa’zir
Menurut Ibnu Manzhur dalam kitab lisan Al-‘Arab, ta ’zir adalah hukuman
yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari
melakukan kejahatan dan menghalanginya dari kelakuan maksiat. Sedangkan
menurut Abu Zahra dalam kitab Al-Jarimah wa Al-‘Uqubah fi Figh Al-Islami,
ta’zir adalah sanksi-sanksi yang tidak disebutkan oleh syara’ (Allah SWT dan
Rasulullah  SAW)- tentang jenis dan hukumannya dan syara’ menyerahkan
penentuan ukuran dan hukumannyakepada ulil amri atau hakim yang mampu
menggali hukum. Berbeda dengan hudud dan gisas bentuk sanksi fa’zir belum
diterapkan dalam Al-Quran dan al-Hadits. Untuk menentukan jenis dan ukurannya
menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam menentukan jenis
dan ukuran sanksi fa’zir ini harus memperhatikan nash keagamaan secara teliti,

baik dan mendalam karena menyangkut kemaslahatan umum.

Penerapan jarimah Ta zir bertujuan agar:

*"Rokhmadi, Hukum Pidana Islam (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 149-
150.
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a. Preventif (pencegahan) adalah mencegah agar orang lain agar tidak
melakukan jarimah dan ditujukan kepada orang yang belum melakukan
jarimah.

b. Represif (membuat pelaku jera) adalah hukuman diberikan dengan
tujuan agar pelaku jarimah jera dan tidak mengulangi di kemudian hari.

c. Kuratif  (islah) untuk membawa perbaikan perilaku terpidana di
kemudian hari.

d. Edukatif (pendidikan) untuk memberikan pengajaran dan pendidikan
sehingga diharapkan dapat memperbaiki pada hidup pelaku.*®

Adapun yang menjadi dasar dari hukuman ta zir, ulama berbeda pendapat

tentang dasar penetapan fa zir apakah berdasarkan Al-Quran, hadits, ijma atau
akal rasional. Menurut Sayyid Sabig, hukuman za zir pada awalnya didasarkan
pada riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Al-Baihagi dari Bahz Ibnu
Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa nabi telah menjatuhkan hukuman
penjara terhadap pelaku tuduhan palsu. Namun hukuman yang dilakukan oleh
nabi ini merupakan tindakan preventif sebelum perkaranya menjadi jelas. Imam
Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Haani’ ibnu Nayyar, bahwa
beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Janganlah kamu melakukan
pemukulan lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan
hukuman had yang telah ditetapkan Allah SWT”

Tindakan khalifah Umar bin Khattab yang membakar tempat tinggal Saad

ibnu  Waggash di  Kufah, karena dia selalu menutupnya dan tidak

*®Walies, Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding Di
Indonesia (Bogor: Guepedia, 2022), him. 105-106.
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memperkenankan rakyat memasukinya. Beliau juga memukul wanita yang
menangisi kematian keluarganya, sampai rambutnya kelihatan, dijadikan landasan
penetapan hukuman dalam bentuk za ’zir.

Nampaknya berdasarkan keterangan di atas, dipahami bahwa hukuman
ta’zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Namun
yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah ketika memahami batasan
hukuman ta zir seperti yang disebut dalam hadits, apakah hukuman ta zir boleh
melebihi hukuman hudud yang telah ditentukan dalam nash atau tidak.

Penerapan hukuman fa zir dalam praktek aktualisasi hukum Islam diatas
memberikan gambaran bahwa pelanggaran terhadap larangan hukum berarti
melakukan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak
diperintahkan. ‘Dengan demikian suatu tindak pidana adalah jika perbuatan
tersebut dialarang oleh syariah. Dengan kata lain melakukan atau tidak melakukan
suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat
adalah tindak pidana.

Konsekuensi penetapan bentuk dan jenis hukuman za’zir oleh pemimpin
adalah wajib ditaati oleh masyarakat yang dipimpinnya, sesuai dengan firman
Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59:*°
Jenis-JenisTa’zir

pelanggaran yang dilakukan dalam hukum pidana Islam yang dikenakan
‘uqubat ta’zir, dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar itu, maka ta zir

dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

*Misran, “Kriteria Jarimah Takzir”, Jurnal Justisia, Vol. 2, No. 1, (2017), him. 5-7. DOI:
http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v2i1.2648., diakses 11 Mei 2024.


http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v2i1.2648
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a. Ta’zir yang menyinggung hak Allah.

b. Ta’zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, pelanggaran yang dilakukan yang
dikenakan ‘uqubat ta’zir, maka ta’zir tersebut dapat dibagi kepada tiga bagian
yaitu:

a. Ta’zir karena perbuatan maksiat.

b. Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan

umum.

c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka
ta’zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

a. Ta’ziryang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau gisas, tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak
sampali nishab, atau oleh keluarga sendiri.

b. Ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi hukumannya
belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan
timbangan.

c. Ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum sitentukan oleh syara’.

Jenis-jenis ta’zir diatas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti

pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, dan lain sebagainya.*

9Ahmad Syarbalni, “Konsep 7Ta zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, Jurnal
Tahqiga, Vol. 17, No. 2, (2023), him. 44-45. https://jurnal.stisalhilalsigi.ac.id., diakses 11 Mei
2024,


https://jurnal.stisalhilalsigi.ac.id/
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F. Unsur-Unsur Jarimah Ta’zir
Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.
Adapun unsur-unsur jarimah ta ’zir yaitu:

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash), artinya setiap
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dipidana kecuali ada undang-undang atau nash yang mengatur.

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku
seseorang yang membentuk jarimah, baik dalam perbuatan nyata
maupun sikap tidak berbuat.

c¢. Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku jarimah adalah orang
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang
dilakukannya sesuai dengan hak Allah SWT. Dalam syariat Islam unsur
moril disebut al-rukn al-adabi, yaitu orang yang melakukan tindak
pidana dapat dipersalahkan dan dapatdisesalkan, artinya bukan orang
gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa atau karena
pembelaan diri.>*

G. Teori Asas Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam
1. Asas Legalitas
Tidak seperti dalam Kkitab undang-undang hukum positif, istilah
“legalitas” dalam syariat Islam tidak didefinisikan dengan jelas. Asas legalitas
dalam hukum Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi berasal dari

ketentuan tuhan. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas

Anonim, “Unsur-Unsur Jarimah Ta’zir”, https://123dok.com/article/unsur-unsur-
jarimah-konsep-zir-dalam-hukum-islam.zk795eq., diakses 12 Mei 2024.


https://123dok.com/article/unsur-unsur-jarimah-konsep-zir-dalam-hukum-islam.zk795eq
https://123dok.com/article/unsur-unsur-jarimah-konsep-zir-dalam-hukum-islam.zk795eq
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legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kepada manusia atau
meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan
pemberitahuan dari rasulnya.
. Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar berarti menyuruh pada
kebaikan, dan mencegah kejahatan.Tujuan utama dari syariat menurut Abl A’la
al-Maududi adalah untuk membangun manusia diatas dasar ma’rifat (kebaikan-
kebaikan) dan mebmersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-
kejahatan.
. Asas Teritorial

Konsep asas teritorial hukum Islam berarti hukum pidana Islam hanya
berlaku di wilayah dimana hukum Islam diterapkan. Aturan-aturan pidana
Islam hanya berlaku secara penuh di wilayah-wilayah negeri-muslim.
. Asas Material

Menurut asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak
pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dengan melakukan
tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan,
yang diancam hukuman (had atau za zir).
. Asas Moralitas

Ada beberapa asas moral dalam hukum Islam yaitu, asas adamul uzri
yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima bahwa ia tidak tahu hukum.
Asas rafiul galam menyatakan bahwa sanksi atau suatu tindak pidana dapat

dihapuskan karena alasan-alasan tertenu. Asas al-Khath wa Nis-yan yang
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secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas suquth al- ‘Ugbah yang

secara harfiah berarti gugurnya hukuman.®?

*’Muhammad Nur, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Aceh: Yayasan Pena
Aceh, 2020), him. 33-43.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun
cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.
Sebuah metode ilmiah adalah garis besar tentang bagaimana bagian tertentu dari
penelitian dilakukan. Hal ini mendefinisikan teknik atau prosedur yang digunakan
untuk mengidentifikasi dan menganalisis informasi mengenai topik penelitian
tertentu.>®
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang melibatkan
pengumpulan data dan informasi melalui-penggunaan berbagai macam material
yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya
yang sejenis, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang membahas topik
penelitian.>*
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini merupakan bahan pustaka yang
berupa buku-buku, jurnal, internet, yang bisa dijadikan acuan serta

berhubungan dengan penelitian ini.

%%Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Jakarta: Kencana, 2016), him. 3.

**Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian
Pendidikan IPA”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. VI, No. 1, (2020), him.
44, DOI: 10.15548/nsc.v6il.1555., diakses 30 Juli 2023.



56

a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung
melalui data aslinya.>® Sumber data primer dalam penelitian ini berupa:
(1) Putusan Pengadilan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKs.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung data-data primer
dalam melakukan penelitian ini dan sifatnya melengkapi datayang diperoleh
dari sumber data primer.*® Seperti jurnal, situs internet, artikel, website,
berita, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan
penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat data sekunder yaitu:
(1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
(2) Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/I11/2008 Tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran.
(3) Permenkes Nomor 2052/ MENKES/PER/X/ 2011 Tentang Izin Praktik
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
(4) Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Standar Keselamatan
Pasien.

(5) Karya tulis ilmiah yang menunjang penelitian ini.

*Teddy Chandra dan Priyono, Statitiska Deskriptif(Malang: Literasi Nusantara Abadi,
2023), him. 25.

**Tim Penyusun, Pedoman Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto:
Fakultas Syariah, 2019), him. 10.
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3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi. Metode dokumentasi
merupakan suatu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan jalan
melihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan. Operasional metode
dokumentasi dengan memeriksa benda-benda tertulis seperti buku-buku,
majalah, dokumen, perauran-peraturan dan lainnya.”” Yang berkaitan dengan
penelitian ini.
4. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini- menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan
yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum
utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.>®
5. Metode Analisis Data
Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah metode analisis
data yaitu tahapan dari proses penelitian dengan mengolah data dengan metode
analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan.®® Dalam penelitian

ini penulis menggunakan analisis data (Content Analisis).

>'Dendi Sutarto, Dinamika Politik Perempuan di Indonesia Pergulatan Perempuan
Dalam Konstelasi Politik PKS (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), him. 13.

*8 Anonim, “Metode Penelitian”, https://repository.umy.ac.id., diakses 6 Mei 2024.

%Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)”, Tesis. (Jakarta:
Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018), him.
2.https://scholar.google.co.id/citations?user=rv5jiAAAAAJ&hl=en., diakses 30 Juli 2023


https://repository.umy.ac.id/
https://scholar.google.co.id/citations?user=rv5jiAAAAAJ&hl=en
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BAB IV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA
PUTUSAN NOMOR 1441/PID.SUS/2019/PN.MKS
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Nomor
1441/Pid.Sus/2029/PN.Mks

Berdasarkan studi kepustakaan dan penelitian untuk meneliti pertimbangan
majelis hakim dalam kasus tindakan malapraktik yang tertuang dalam putusan
pengadilan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks,penulis telah “menganalisa isi
putusan tersebut dan menyusunnya.

Pada putusan pengadilan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks dijelaskan
dengan duduk perkara sebagai berikut; bahwa pada suatu waktu dalam bulan
september 2019, bertempat di klinik kecantikan di kota ‘Makassar, korban
berinisial ADF bersama dengan saksi berinisial YA datang ketempat praktik
terdakwa yang berinisial ES dengan tujuan melakukan perawatan kecantikan,
setelah melakukan pendaftaran, saksi YA menyampaikan kepada terdakwa ES
bahwa korban ADF juga akan melakukan perawatan kecantikan seperti yang
dilakukan oleh YA, selanjutnya terdakwa ES mengatakan bahwa korban ADF
akan dirampingkan pipinya terlebih dahulu dan selanjutnya dilakukan
penyuntikkan filler pada hidung agar terlihat lebih mancung. Bahwa selanjutnya
terdakwa menyuntikkan 0,1 cc hyaluronic acid ke hidung korban ADF, namun
karena terjadi kepucatan diarea kedua alis korban ADF, terdakwa ES mencabut
suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot

diarea hidung, lalu tiba-tiba korban ADF mengeluh sakit dan menutup matanya
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dan ketika membuka mata, korban ADF menyampaikan tidak bisa melihat pada
mata sebelah kirinya, kemudian terdakwa ES dan saksi YA membawa korban
ADF ke rumah sakit Siloam Makassar.”

Kemudian Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan yang bersifat
kumulatif, dengan dua pasal dakwaan yaitu Pasal 79 huruf ¢ Jo Pasal 51 huruf a
Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran “Dengan
sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban
memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur
operasional serta kebutuhan medis pasien.” Dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP
tentang kelalaian atau kealpaan menyebabkan orang lain mengalami luka berat.

Dan dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa yang
pada pokoknya berbunyi, pertama menyatakan terdakwa ES telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana praktik kedokteran dan
karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 huruf ¢ Jo Pasal 51 huruf
a UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan pasal 360 Ayat
(1) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.Kedua menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa ES dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan
pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3

(tiga) bulan. Ketiga menyatakan seluruh barang bukti yang disita untuk

pytusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 4-5.
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dimusnahkan. Keempat menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).®

Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi yang diantaranya saksi ADF selaku korban, saksi NS,
saksi AF, dan saksi J ketiganya merupakan karyawan yang bekerja di klinik
kecantikan terdakwa. Saksi YE selaku saudara atau tante korban, dan saksi
LMHS, saksi JVJ, saksi AVL ketiganya merupakan dokter yang bertugas di RS
Siloam Makassar yang menangani korban. Dan adapun saksi ahli diantaranya
saksi N, saksi KB, saksi AMI, dan saksi HT.

Sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa
adalah dokter umum berdasarkan surat tanda registrasi (STR)yang membuka
praktik mandiri berupa Kklnik kecantikan yang terletak di kota Makassar
berdasarkan surat izin praktik (SIP) dokter umum. Pada suatu waktu korban ADF
bersama dengan saksi YA datang ke lokasi Klinik terdakwa dengan tujuan
melakukan perawatan kecantikan, kemudian saksi YA menyampaikan kepada
terdakwa bahwa korban ADF juga akan melakukan perawatan kecantikan seperti
yang dilakukan saksi YA, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa korban akan
dirampingkan dahulu dibagian pipi dan selanjutnya dilakukan penyuntikan filler
dibagian hidung.

Selanjutnya terdakwa menyuntikan 0,1 cc hyaluronic acid ke hidung
korban, namun karena terjadi kepucatan diarea kedua alis korban, terdakwa

mencabut suntikan dan selanjutnya menyuntikan hyaluronidase sebagai anti dot

®1pytusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 1-3.
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diarea hidung. Lalu tiba-tiba korban mengeluh sakit dan menutup matanya dan
ketika membuka mata, korban menyampaikan tidak bisa melihat pada mata
sebelah kirinya, kemudian terdakwa bersama saksi YA membawa korban ke
rumah sakit Siloam Makassar.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum dari bidang
kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor:
VER/010/1V/2019/Forensik bahwa ditemukan adanya kebutaan dengan lensa
keruh pada mata kiri serta didapatkan visus 0 (nol) refleks cahaya langsung tidak
ditemukan. Sedangkan mata kanan didapatkan visus 20/160 (dua puluh per seratus
enam puluh) dengan koreksi S-2 visus 20/20 serta mendapat refleks cahaya
langsung.

Kemudian berdasarkan surat dari IDI cabang Makassar Nomor: 489/IDI/-
CAB/MKS/5/2019 perihal pemberitahuan atas laporan dugaan malapraktik oleh
ES yang menjelaskan tentang hasil sidang kemahkamahan MKEK (Majelis
Kehormatan Etik Kedokteran) dan BHP2A (Badan Hukum Pembinaan dan
Pembelaan Anggota) dengan kesimpulan bahwa ES patut diduga melakukan
kelalaian berupa tidak membuat informed consent tertulis terhadap pasien
sehubungan dengan berbagai resiko tindakan filler (salah satu faktor resiko
penyuntikan filler adalah timbulnya kerusakan pada mata yang menyebabkan
kebutaan) dalam hal ini kepada saudari ADF.%

Sehingga akibat dari tindakan medis yang dilakukan terdakwa kepada

korban menyebabkan korban mengalami kebutaan permanen pada mata sebelah

82pytusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 8.
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kiri. Sehingga JPU menuntut terdakwa untuk bertanggung jawab atas tindakannya
yang diduga sengaja tidak melaksanakan tindakan sesuai dengan standar
proseduroperasional kedokteran.

Adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut, terhadap dakwaan
pertama Pasal 79 huruf ¢ Jo Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang praktik kedokteran.

Pada unsur setiap dokter atau dokter gigi; menimbang, bahwa yang
dimaksud dengan setiap dokter atau dokter gigi sesuai Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 adalah dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter
gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi
baik dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia
sesuai dengan- peraturan perundang-undangan sebagai subyek hukum dalam
perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahan mengenai subyek
hukumnya (error in persona), maka identitas terdakwa haruslah sesuai dengan
identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa ES diajukan ke persidangan oleh penuntut umum
sebagai terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
pengakuan terdakwa sendiri serta fakta di persidangan, terdakwa adalah seorang
lulusan fakultas kedokteran Universitas Trisakti dan sesuai dengan surat tanda
registrasi (STR) dari konsil kedokteran Indonesia (KKI) terdakwa adalah dokter
dengan nomor bukti nomor registrasi dan terdaftar dalam anggota ikatan dokter

Indonesia (IDI) cabang Makassar.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, identitas terdakwa
adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan
penuntut umum, selain itu terdakwa adalah seorang dokter berdasarkan Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, sehingga terdakwa adalah
subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur setiap dokter atau
dokter gigi telah terpenuhi;®®

Pada unsur dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak
memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi
dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan
medis yang dilakukan oleh terdakwa sebagai seorang dokter terhadap saksi ADF
adalah tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional (SPO),
dan kebutuhan medis pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;®*

Menimbang, bahwa berdasarkan para ahli baik yang diajukan oleh
penuntut umum maupun terdakwa ternyata belum ditemukan kesamaan persepsi
mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ADF dalam
memberikan pelayanan medis apakah sesuai atau tidak dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, oleh karenanya akan
dipertimbangkan alat bukti lainnya yaitu bukti surat baik yang diajukan oleh

penuntut umum maupun terdakwa.®

®pytusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 34-35.
®*putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 35-37.
®putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 39.
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari ikatan dokter Indonesia cabang
Makassar Nomor; 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019, perihal
pemberitahuan atas laporan dugaan malapraktik oleh ES, yang ditujukan kepada
direktur reserse kriminal khusus polda Sulsel mengenai hasil sidang majelis
kehormatan etik kedokteran (MKEK) IDI cabang Makassar yang pada pokoknya
menyimpulkan bahwa terdakwa patut diduga melakukan kesalahan berupa tidak
membuat informed consent tertulis (penyampaian prosedur dan persetujuan
tindakan medis) terhadap pasien dan selanjutnya surat MKEK IDI cabang
Makassar tersebut dijadikan dasar dinas kesehatan kota Makassar sebagaimana
dalam suratnya Nomor; 440/889/DKK/V11/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang pada
pokoknya mencabut surat ijin praktik (SIP) terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum IDI cabang Maksassar mengeluarkan surat
hasil MKEK Nomor; 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019 tersebut
diatas, terlebih dahulu pengurus pusat perdaweri melakukan audit terhadap
terdakwa sebagaimana surat Nomor; 088/E/08/18, tanggal 8 Agustus 2018,
dengan hasil audit bahwa tindakan medis yang dilakukan terdakwa terhadap saksi
ADF telah sesuai dengan standar prosedur dan standar profesi, sehingga dengan
keluarnya hasil MKEK IDI cabang Makassar tersebut, selanjutnya perdaweri dan
terdakwa mengajukan keberatan/ banding kepada MKEK pusat IDI dan terhadap
keberatan banding tersebut MKEK pusat IDI memberikan tanggapan sebagaimana
dalam suratnya Nomor; 0087/PB/MKEK/12/2019, tanggal 16 Desember 2019,
yang pada pokonya menyatakan bahwa keputusan MKEK IDI cabang Makassar

belum berkekuatan etik tetap (inkcraht) karena telah ada permohonan banding
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dari terdakwa, sehingga keputusan MKEK IDI cabang Makassar tersebut tidak
dapat dijadikan dasar dalam menetapkan apapun, baik dalam lingkup internal 1DI
maupun diluar IDI termasuk dinas kesehatan dan jajarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim
berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ADF
adalah merupakan tindakan medis, sehingga berdasarkan Pasal 67 Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 pelanggaran terhadap tindakan disiplin medis
tersebut harus diperiksa dan diputus oleh majelis kehormatan disiplin kedokteran
Indonesia yang dalam hal ini adalah MKEK IDI dan meskipun MKEK IDI cabang
Makassar telah memutuskan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa
patut diduga sebagai suatu kelalaian terhadap saksi ADF, namun berdasarkan
pasal 28 ayat (10) pedoman organisasi dan tata laksana majelis kehormatan etik
kedokteran (MKEK) ikatan dokter Indonesia (IDI), terdakwa melakukan banding
dan hingga pemeriksaan perkara ini telah selesai, belum ada keputusan dari
MKEK pusat IDI yang menyatakan terdakwa telah melanggar profesi dan standar
prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;®

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keputusan dari MKEK IDI yang
menyatakan terdakwa melakukan pelanggaran standar profesi dan standar
prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, maka dengan demikian unsur
dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi

kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan

8pytusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 39-40.
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standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien secara hukum tidak
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 79 huruf ¢ Jo
Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang praktik
kedokteran tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan kesatu, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan
tersebut.”’

Terhadap dakwaan kedua, unsur karena kesalahannya atau kealpaannya
menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dalam
Pasal 360 ayat (1) KUHP

Terhadap unsur barangsiapa; menimbang, bahwa dalam hukum pidana,
yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum
yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana, sehingga
untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka
identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana
dalam surat dakwaaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ES diajukan ke persidangan oleh
penuntut umum sebagai terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta
pengakuan dari terdakwa sendiri, bahwa identitas terdakwa adalah sesuai dengan

identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan di

pytusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 40.
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persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum dalam
perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena
terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian
unsur telah terpenuhi;

Kemudian pada unsur Kkarena kesalahannya atau kealpaannya
menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat; menimbang, bahwa kesalahan
atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat dalam unsur
dakwaan kedua ini adalah sama dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam
dakwaan kesatu, sehingga oleh karena dalam perimbangan unur kedua dakwaan
pertama perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan medis, maka
dengan demikian kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan orang Ilain
mendapat luka berat sebagaimana dalam unur kedua dakwaan kedua ini juga
merupakan kesalahan atau kealpaan dalam melakukan tindakan medis;®

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena
kesalahan atau kealpaan dalam unsur kedua dakwaan kesatu ini adalah merupakan
tindakan medis dalam praktik kedokteran sedangkan tindakan medis secara
khusus (lex spesialis) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang praktik kedokteran, sehingga kesalahan atau kealpaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan terhadap
tindakan medis dalam praktik kedokteran, oleh karenanya unsur kedua dalam

dakwaan kedua ini menjadi tidak terpenuhi;

8pytusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 40-41.
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Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 360 ayat (1)
KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam
dakwaan kedua, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua penuntut
umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap terdakwa harus
dinyatakan tidak terbkti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua sehingga terdakwa haruslah
dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah
dipulinkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti oleh karena telah dilakukan
penyitaan, maka ditetapkan agar barang-barang bukti- tersebut dikembalikan
kepada pihak darimana barang-barang bukti disita;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara
dibebankan kepada negara.®

Penulis menilai terjadi peristiwa hubungan hukum antara dokter dan
pasien atau dalam hal ini terdakwa dan korban yaitu bermula berupa hubungan
keperperdataan, dimana telah terjadi perjanjian atau perikatan. Dijelaskan bahwa
didalam hubungan hukum secara perdata terjadinya hubungan bila ada perikatan

sebelumnya. Antara dokter dan pasien terjadi perjanjian terapeutik dimana dokter

®pytusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, Hal. 41-42.
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sebagai pemberi jasa.” Transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda,
kekhususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini melakukan upaya atau terapi
untuk penyembuhan pasien. Menurut hukum, objek dalam transaksi terapeutik
bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya Yyang tepat untuk
kesembuhan pasien.”* Sehingga dalam kasus tersebut terdakwa sebagai dokter
melakukan upaya yaitu dengan membuat tindakan medik yang bertujuan untuk
memberikan perubahan atau penampilan yang lebih baik seperti yang diinginkan
pasien. Namun dalam hal ini terdakwa tidak menegaskan didalam informed
consent.

Sehingga dalam' perjanjian tersebut terciptanya hak dan kewajiban bagi
kedua belah pihak. Terdakwa sebagai dokter mempunyai hak dan kewajiban yang
diatur didalam-pasal 50 dan Pasal 51 Uundang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang praktik kedokteran, dimana bentuk hak dan kewajiban itu adalah
memberikan pelayanan -medis sesuai standar prosedur dan standar operasional.
Adapun Pasien mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 52
dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik
kedokteran.”

Terhadap pertimbangan hakim tentang unsur kesengajaan tidak melakukan
standar prosedur operasional praktik kedokteran, penulis menilai hakim
mengesampingkan adanya keterangan saksi a charge, saksi a charge adalah saksi

yang diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan dan kesaksian yang

"®Retno Harjanti Hartiningsih, Pola Hubungan, Vol. 14, 55.

"Yussy A Mannas, Hubungan Hukum, Vol. 6. 168.

”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran.
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diberkan akan memberatkan terdakwa yang nebguatkan dakwaan dari penuntut
umum.”

Dalam keterangannya saksi a charge yang melihat bahwa terdakwa tidak
membuat persetujuan tindakan medis tertulis (informed consent), serta tidak
melakukan anamnese tentang riwayat penyakit/ kesehatan pasien. Berdasarkan
buku acuan teknis penggunaan filler yang penulis temukan yang disusun oleh
kelompok studi dermatologi kosmetik Indonesia (KSDKI), buku tersebut
merupakan pedoman bagi para dokter penyuntik khususnya dokter spesialis kulit
dan kelamin.Didalam buku tersebut dijelaskan bahwa pembuluh darah di wajah
memiliki banyak cabang, penyuntikan diarea manapun dari wajah dapat beresiko
menimbulkan komplikasi, seperti kebutaan dan nekrosis jaringan.

Setiap tindakan medis harus didahului dengan pemberian informed
consent, terkhusus pada tindakan filler ini pasien harus diberi penjelasan
mengenai filler, sifat kimia dan asal filler, indikasi penggunaan, perkiraan lama
filler bertahan, izin edar pemerintah, kemungkinan efek samping. Adapun yang
harus dilakukan terhadap persiapan pratindakan dari penyuntikan filler yaitu
seleksi pasien, informed consent, anamnesis penggunaan obat misalnya
antikogulan dan riwayat alergi, pemeriksan fisik terutama area tindakan, foto area

target pratindakan, pemeliharaan filler sesuai indikasi.”*Dalam hal ini penulis

“Ignatius Ninorey, “Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi A Charge Dalam
Pembuktian  Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja (Studi Putusan  Nomor:
72/Pid.B/2015/PN.SKT)”, Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 3, (2017), him. 147. https//jurnal.uns.ac.id.,
diakses 22 Juni 2024.

Lis Surachmiati, dan Edwin Djuanda, Buku Acuan Teknis Penggunaan Filler Untuk
Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin, (Jakarta: Centra Communication, 2018), him. 2.
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menilai bahwa terdakwa lalai dalam melaksanakan prosedur pratindakan berupa
tidak membuat informed consent tertulis, anamnese dan riwayat alergi.

Sehingga dalam hal ini tindakan filler merupakan tindakan medis yang
beresiko tinggi dan harus membuat informed consent tertulis. Penulis menilai
hakim mengesampingkan kesaksian ahli yang mengatakanbahwa tindakan medis
penyuntikan filler termasuk penyuntikan yang beresiko tinggi dan dibutuhkan
informed consent tertulis. Namun Hakim beralasan karena tidak adanya kesamaan
persepsi antara ahli dari penuntut umum dan ahli dari terdakwa. Namun penulis
menilai alasan tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta yuridis dari kesaksian ahli
yang menekankan adanya pelanggaran SPO dalam tindakan medis terdakwa.

Didalam - Peremenkes Nomor 290/MENKES/PER/IN11/2008 dijelaskan
bahwa tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi adalah tindakan
medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan
kematian atau kecacatan dan harus mendapat persetujuan tertulis.”

Terkait dengan informed consent sesuai dengan fakta persidangan dari
keterangan korban ADF bahwa terdakwa tidak menanyakan riwayat kesehatan
maupun alergi, dan tidak melakukan informed consent tertulis. Dan menurut
terdakwa bahwa telah menjelaskan semua tentang tindakan filler dan telah
disetujui korban melalaui lisan dan menganggukan kepala. Menurut penulis apa
yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan standar

prosedur dengan tidak membuat informed consent tertulis.

"Peraturan Menteri Kesehatan RI  Nomor 290/MENKES/PER/I11/2008 Tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran.
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Berdasarkan fakta persidangan terdakwa memiliki gelar dan izin praktik
sebagai dokter umum. Namun dalam hal ini terdakwa membuka praktik klinik
kecantikan yang berbekal mengikuti seminar-seminar dan workshop. Pada
umumnya dokter yang berpraktik dalam bidang estetik medik adalah dokter
dengan spesialis kulit dan kelamin, namun apabila dokter umum ingin membuka
praktik estetik medik harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang
diakui. Dalam fakta persidangan terdakwa mengatakan bahwa tidak memiliki
sertifikat kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan estetika. Terdakwa
bergabung dalam Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik Dan
Regnetatif Indonesia (PERDAWERI). Dalam hal tersebut terdakwa patut
diragukan terkait kompetensinya dibidang estetik medik karena tidak memiliki
sertifikat kompetensi khusus.

Dalam pertimbangannya hakim mengesampingkan bukti surat dari MKEK
IDI cabang Makassar yang menemukan adanya indikasi kelalaian medis terhadap
apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena tidak menerapkan SPO
berupa pembuatan informed consent tertulis. Dalam pertimbangannya hakim
beralasan bahwa hasil sidang MKEK IDI cabang Makassar tidak dapat dijadikan
acuan karena hasil surat tersebut sedang dalam proses banding oleh terdakwa ke
MKEK IDI pusat dan sampai pada saat dibacakannya putusan belum ada hasil
banding tersebut.

Dalam pertimbangan hakim tentang kealpaan/kelalaian menyebabkan
orang lain mengalami luka berat, hakim tidak mempertimbangkan alat bukti

visumet repertum Polda Sulsel, visum et repertum merupakan keterangan tertulis
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hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik hidup ataupun mati, ataupun
bagian tubuh manusia. Visum et repertum terdiri dari temuan Klinis dan
interpretasi hasil temuan yang dibuat di bawah sumpah untuk kepentingan
peradilan.’

Berdasarkan visum et repertum polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan
bahwa ditemukan adanya kebutaan dengan lensa keruh pada mata Kiri serta
didapatkan visus 0 (nol) refleks cahaya langsung tidak ditemukan. Sedangkan
mata kanan didapatkan visus 20/150 (dua puluh per seratus lima puluh) dengan
koreksi S-2 visus 20/20 serta didapatkan refleks cahaya langsung.

Korban mengalami kebutaan permanen pada mata sebelah kiri. Menurut
KUHP didalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kehilangan salah satu panca indera
termasuk luka berat.”” Menurut Kketerangan para dokter sebagai’ saksi ahli,
kebutaan permanen pada korban disebabkan oleh resiko tindakan medis yang
dilakukan terdakwa. Penulis menilai resiko medis tersebut dapat terhindarkan
apabila terdakwa lebih berhati-hati dan bertindak sesuai dengan SPO.Hal ini juga
sesuai dengan asas kesalahan dalam teori asas pemidanaan (principle of
cupability/ blame worthiness) dimana menurut Ian Ramelink “kesalahan adalah
penelaan yang ditunjukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang
berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan penyimpangan
yang sebenarnya dapat dihindari” artinya bahwa kebutaan pada korban akibat dari

kelalaian terdakwa dapat dihindari apabila terdakwa mengikuti SPO.

"% Albert Lesmana, “Pendahuluan Pembuatan Visum Et Repertum”,
https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/pembuatan-visum-et-repertum., diakses 22
Juni 2024.

”’Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Pasal 90.


https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/pembuatan-visum-et-repertum
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Dalam pertimbangannya hakim sama sekali tidak mempertimbangkan
kondisi cacat fisik pada mata korban sebab akibat dari hubungan terapeutik dokter
dan pasien yang ditimbulkan sesaat setelah terdakwa melakukan penyuntikan
filler. Hal tersebut dapat mempengaruhi aktifitas korban sehari-hari.

Penulis menilai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap
terdakwa sudah tepat sesuai dengan asas legalitas formal dan asas legalitas
materiil bahwa perbuatan terdakwa termasuk tindakan malapraktik yang dapat
diancam hukum pidana. Penulis menemukan bahwa unsur-unsur tindak pidana
dalam melakukan malapraktik kedokteran telah terpenuhi. Adanya unsur-unsur
tindak pidana didukung pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP tentang macam-macam alat
bukti, dan memiliki minimal 2 alat bukti.”®

Penulis menilai terhadap unsur objektif tindak pidana kelalaian medis telah
terbukti dengan uraian sebagai berikut, terhadap unsur barangsiapa, pembuktian
terhadap unsur ini dibuktikan dengan pemeriksaan identitas diri terdakwa dalam
persidangan oleh hakim dan kesaksian para saksi bahwa benar terdakwa sebagai
subyek hukum telah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan
penuntut umum.

Unsur setiap dokter atau dokter gigi, pembuktian terhadap unsur ini
dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) yang membenarkan bahwa terdakwa adalah dokter yang terdaftar

dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Makassar.

®KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang
Pengadilan Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa.
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Kemudian penulis menilai terhadap unsur subjektif yaitu unsur dengan
sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban
memberikan pelayanan medis sesuai dengan SPO, terhadap unsur tersebut
dibuktikan dengan adanya keterangan dari saksi-saksi.

Saksi ADF (korban) mengatakan bahwa terdakwa tidak menayakan
riwayat kesehatan, tidak melakukan persetujuan tertulis melainkan hanya
melakukan persetujuan secara lisan.

Saksi AF (karyawan di klinik terdakwa) mengatakan bahwa saksi melihat
korban menyetujui sebelum terdakwa melakukan tindakan dengan menganggukan
kepala.

Saksi YA (karyawan di klinik terdakwa) mengatakan bahwa sebelum
melakukan tindakan terhadap korban, terdakwa tidak pernah meminta persetujuan
yang ditandatangani oleh korban.

Kemudian dalam keterangan ahli yaitu saksi N mengatakan bahwa harus
ada persetujuan tertulis atau informed consent untuk tindakan medis dalam
kategori tindakan medis yang beresiko tinggi. Bahwa apabila seorang dokter
melakukan penyuntikan filler tanpa persetujuan dari pasiennya, maka tindakan
tersebut termasuk sebagai kelalaian dokter.

Saksi ahli KB mengatakan bahwa seorang dokter umum boleh melakukan
penyuntikan filler di hidung setelah memiliki sertifikat untuk itu dan sebelum
melakukan filler harus ada diagnosa terlebih dahulu. Bahwa sebelum melakukan
penyuntikan filler harus disampaikan terlebih dahulu kepada pasien, suntikan dan

obat serta efek sampingnya sehingga perlu adanya persetujuan tertulis maupun
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lisan. Bahwa apabila seorang dokter tidak menjelaskan terlebih dahulu kepada
pasiennya sebelum melakukan tindakan termasuk dalam kategori pelanggaran
SPO.

Saksi ahli AMI mengatakan bahwa sebelum melakukan penyuntikan
diarea hidung, pasien terlebih dahulu harus memberikan persetujuan tertulis dan
dokter menjelaskan resiko yang akan terjadi. Bahwa penyuntikan filler oleh
terdakwa pada area hidung korban termasuk penyuntikan yang beresiko tinggi.

Saksi ahli HT mengatan bahwa seorang dokter yang melaksanakan praktik
kedokteran yang tidak melaksanakan kewajibannya yakni tidak membuat SPO
penyuntikan filler hidung secara tertulis merupakan perbuatan melawan hukum
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada bukti surat hasil sidang MKEK' IDI cabang Makassar
dengan kesimpulan bahwa terdakwa patut diduga melakukan kelalaian berupa
tidak membuat informed- consent tertulis.

Kemudian penulis menilai terhadap unsur karena kesalahannya atau
kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, terhadap unsur ini dibuktikan
dengan keterangan saksi ADF (korban) mengatan bahwa setelah penyuntikan
filler mata kirinya tidak bisa melihat, dan mengalami muntah dan sempat pingsan
atau tidak sadarkan diri.

Saksi AF mengatakan bahwa melihat saat setelah dilakukan penyuntikan
filler oleh terdakwa korban mengeluh pusing dan mengatakan mata Kirinya tidak

bisa melihat.
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Saksi J mengatakan bahwa setelah korban dilakukan perawatan oleh
terdakwa kemudian melihat korban diangkat naik ke mobil terdakwa, waktu itu
saksi mendengar korban mengeluh pusing dan mual.

Saksi YA mengatakan bahwa beberapa saat setelah melakukan suntik filler
di hidung, korban berteriak dan mengatakan tidak bisa melihat dan kemudian
pingsan atau tidak sadarkan diri.

Kemudian adanya bukti surat visum et repertum berisi hasil pemeriksaan
pada mata Kkiri korban yang mengalami kebutaan karena tidak ditemukannya
refleks cahaya langsung.

Kemudian terhadap aspek asas tanpa diskriminasi dan asas persamaan di
muka hukum terhadap terdakwa penulis menilai dalam hal ini sudah dilakukan
oleh hakim, hal ini dibuktikan hakim telah memenuhi hak-hak terdakwa dalam
melakukan pembelaan terhadap dakwaan dengan memberikan ruang untuk
melakukan pembuktian, serta terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh
tim penasihat hukum hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP."

Kemudian terhadap asas proporsionalitas dan asas keadilan, terhadap
putusan pengadilan negeri Makassar penulis menilai hakim hanya menjamin rasa
keadilan bagi terdakwa. Namun terhadap korban hakim belum memenuhi keadilan
bagi korban terhadap kerugian fisik pada mata korban yang terjadi dalam proses
penyuntikan filler oleh terdakwa. Hakim tidak mempertimbangkan dampak dari

kerusakan mata kiri korban terhadap kegiatan dan aktivitas terdakwa. Maka

" Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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penulis menilai terhadap putusan pengadilan negeri Makassar tersebut belum
mencerminkan hukum yang adil.
Tinjauan  Hukum  Pidana Islam  Terhadap  Putusan = Nomor
1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Jauh sebelum beberapa abad yang lalu agama Islam telah meletakkan

konsep dasar malapraktik, hal ini sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

o S B L & i <5

Artinya:
“Barangsiapa yang praktik menjadi dokter dan sebelumnya tidak diketahui
memiliki keahlian, maka ia bertanggung jawab.” (Hadis Riwayat An-Nasa’i, Abu
Dawud. Ibnu Majah dan yang lain)®

Hadis tersebut menunjukan bahwa apabila tindakan seorang dokter yang
melakukan praktik kedokteran namun- tidak memiliki keahlian dapat dimintakan
pertanggungjawaban. Namun hadis tersebut tidak -menyebutkan bentuk dari
pertanggungjawaban tersebut, sehingga dalam hal ini menjadi kewenangan ulil
amri atau hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawabannya.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana disebut dengan
mas 'uliyah al-jinayah. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah
pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan

sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

8Eva Savariah dan Tajul Arifin, “Malapraktik Medis Dalam Perspektif Hadits Riwayat
Abu Dawud Dan Pasal 58 UU No 36 Tahun 2009; Studi Perbandingan”, SHAUTUNA: Jurnal
llmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 5, No. 1, (2024), him. 220. DOI:
10.2452/shautuna.v5i1.37514., diakses 28 Juni 2024.
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Untuk menetapkan mas uliyah al-jinayah terhadap seseorang harus
terpenuhi unsur-unsurnya atau rukunnya. terdapat tiga unsur umum yang harus
dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana (mas uliyah al-jinayah) yakni rukun
Syari, rukun Adabi, rukun Madani.®

Yang pertama, rukun Syar’i atau asas legalitas yaitu terdapat nash yang
melarang perbuatan dan terdapat ancaman hukuman bagi yang melakukan
perbuatan yang dilarang tersebut. Hadits diatas merupakan asas legalitas atau
rukun syari dari adanya pertanggungjawaban atas tindakan kelalaian kedokteran.
Namun hadis tersebut tidak menyebutkan bagaimana bentuk dari
pertanggungjawaban dari perbuatan tersebut, hal ini menjadi kewenangan dari ulil
amri atau hakim dalam memutuskan bentuk pertanggungjawabannya.

Kedua, rukun Madani atau unsur materiil yaitu adanya tingkah laku nyata
atau perbuatan-perbuatan, maupun sikap tidak berbuat dari pelaku. Dalam hal ini
terjadi hubungan atau perjanjian yang terjadi antara terdakwa sebagai dokter dan
korban sebagai pasien yang dimana korban mengalami kebutaan setelah
melakukan perawatan tindakan medis yang berupa penyuntikan filler yang
dilakukan oleh terdakwa. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuduh terdakwa
lalai dalam melakukan tindakan medisnya yaitu tidak menerapkan SPO. Dalam
tuduhan tersebut didasarkan pada bukti-bukti serta keterangan dari para saksi
maupun saksi ahli.

Ketiga, rukun Adabi atau unsur moril, yaitu pelaku merupakan seorang

mukallaf atau berakal sehat rohani dan jasmani, pelaku dapat membedakan

8 Hanafi, Asas-Asas, 16.
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perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah serta mengetahui akibat dari
perbuatannya tersebut. Dalam hal ini terdakwa merupakan seorang dokter umum
lulusan fakultas kedokteran yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR)
dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Terdakwa membuka praktik mandiri
berupa estetik medik di klinik kecantikan terdakwa yang berada di kota Makassar.
Kemudian menurut keterangan ahli pada umumnya dokter yang berparaktik dalam
estetik medik merupakan dokter yang mengambil keahlian di spesialis kulit dan
kelamin, namun apabila dokter umum ingin berpraktik dalam estetik medik
diharuskan mempunyai sertifikat kompetensi. Berdasarkan fakta persidangan
terdakwa tidak memiliki sertifikat kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan
dan estetika. Namun mengikuti lebih dari 20 kali seminar dan workshop yang
merupakan standar dari perdaweri.

Menurut keterangan ahli bahwa seorang dokter umum boleh melakukan
penyuntikan filler di hidung setelah memilki sertifikat untuk itu dan sebelum
melakukan filler harus ada diagnosa terlebih dahulu. Ahli juga menjelaskan
bahwa penyuntikan filler pada area hidung termasuk penyuntikan yang beresiko
tinggi, sehingga harus memberikan perstujuan tertulis dan dokter menjelaskan
resiko yang terjadi. Sesuai dengan buku acuan teknis penggunaan filler dijelaskan
bahwa pembuluh darah di wajah memiliki banyak cabang, penyuntikan diarea
manapun dari wajah dapat beresiko menimbulkan komplikasi, seperti kebutaan
dan nekrosis jaringan. Sehingga dibutuhkannya informed consent lisan maupun

tertulis.
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Beradasrkan surat hasil visum et revertum dijelaskan bahwa adanya
kebutaan dengan lensa keruh pada mata Kiri serta tidak ditemukannya refleks
cahaya langsung. Sedangkan pada mata kanan didapatkan refleks cahaya
langsung.

Oleh sebab itu Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk
bertanggungjawab atas perbuatannya yang menyebabkan orang lain mendapatkan
kerugian yang berupa dalam hal ini korban tidak bisa melihat pada mata kirinya.
Berdasarkan rukun syar’i, madani, dan adabi perbuatan terdakwa telah terpenuhi
dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam pandangan hukum Islam perbuatan malapraktik digolongkan dalam
dua kategori tindak pidana. Apabila dalam tindak pidana ini didasarkan atas berat
ringannya akibat menimpa sasaran atau objek dari tindak pidana tersebut, maka
dapat dikategorikan kepada tindak pidana atas selain jiwa.®* yang disebut dengan
tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan (jinayah 'ala ma duna al-nafs)
adalahsetiap perbuatan menyakiti yang mengenai badan seseorang, namun tidak
mengakibatkan kematian.®®

Suatu jarimah penganiayaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa
unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain

b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang

diizinkan.

8Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana, 179.
8 Abdul Rahman dkk, Sanksi Adat, 3, 139.
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c. Perbuatan ditinjau dari segi niatnya.®*

Penulismengakaitkanberdasarkan unsur-unsur diatas dengan kasus dugaan
malapraktik pada putusan pengadilan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKs.

Unsur pertama, perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan
orang lain. Korban mendatangi klinik kecantikan terdakwa dengan tujuan untuk
melakukan perawatan kecantikan yaitu berupa perampingan pipi dan penyuntikan
filler pada area hidung dengan tujuan agar terlihat lebih mancung. Selanjutnya
terdakwa menyuntikan 0.1 cc hyaluronic acid ke hidung korban, namun karena
terjadi kepucatan diarea kedua alis korban, terdakwa mencabut suntikan tersebut
dan selanjutnya menyuntikan hyaluronidase sebagai anti' dot diarea hidung, lalu
tiba-tiba korban. korban mengeluh /sakit dan menutup matanya dan ketika
membuka mata, korban menyampaikan tidak bisa melihat pada  mata sebelah
Kirinya.

Hal itu juga dibuktikan dengan keterangan para saksi yang bahwasanya
melihat korban mengalami kesakitan, pusing, mual hingga pingsan yang terjadi
setelah beberapa saat korban dilakukan penyuntikan filler oleh terdakwa. Terdapat
juga bukti surat hasil pemeriksaan visum-et revertum dari bidang kedokteran dan
kesehatan kepolisian daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan bahwa
ditemukannya adanya kebutaan dengan lensa keruh pada mata Kkiri serta
didapatkan visus 0 (nol) refleks cahaya langsung tidak ditemukan. Sedangkan
mata kanan didapatkan visus 20/160 (dua puluh per seratus enam puluh) dengan

koreksi S-2 visus 20/20.

8 Alfan Maulidin Ichwanto, Tindak Pidana, 20, 191.
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Unsur kedua, tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melawati
batas yang diizinkan. Terdakwa berprofesi sebagai dokter umum dengan lulusan
fakultas kedokteran berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI). Terdakwa membuka praktik mandiri berupa estetik
medik di klinik kecantikan terdakwa yang berada di kota Makassar. Kemudian
menurut keterangan ahli pada umumnya dokter yang berparaktik dalam estetik
medik merupakan dokter yang mengambil keahlian di spesialis kulit dan kelamin,
namun apabila dokter umum ingin berpraktik dalam estetik medik diharuskan
mempunyai sertifikat kompetensi. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak
memiliki sertifikat kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan estetika.
Namun mengikuti lebih dari 20 kali seminar dan workshop yang merupakan
standar dari perdaweri.

Dalam hal ini terdakwa patut diragukan kompetensinya terkait dengan
estetik medik. Dan terdakwa dalam hal ini dituntut dengan kelalaian medisnya
yaitu berupa tidak menerapkan SPO dengan membuat informed consent tertulis.
Seperti yang dikatakan saksi ahli pada fakta persidangan bahwa tindakan
penyuntikan filler yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan medis yang
beresiko tinggi dan harus memberikan persetujuan lisan maupun tertulis. Di dalam
buku acuan teknis penggunaan fillerdijelaskan bahwa pembuluh darah di wajah
memiliki banyak cabang, penyuntikan diarea manapun dari wajah dapat beresiko
menimbulkan komplikasi, seperti kebutaan dan nekrosis jaringan.

Setiap tindakan medis harus didahului dengan pemberian informed

consent, terkhusus pada tindakan filler ini pasien harus diberi penjelasan
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mengenai filler, sifat kimia dan asal filler, indikasi penggunaan, perkiraan lama
filler bertahan, izin edar pemerintah, kemungkinan efek samping. Adapun yang
harus dilakukan terhadap persiapan pratindakan dari penyuntikan filler yaitu
seleksi pasien, informed consent, anamnesis penggunaan obat misalnya
antikogulan dan riwayat alergi, pemeriksan fisik terutama area tindakan, foto area
target pratindakan, pemeliharaan filler sesuai indikasi.®
Kemudian berdasarkan surat MKEK IDI cabang Makassar yang
menyimpulakn bahwa terdakwa patut diduga melakukan kelalaian berupa tidak
membuat informed consent tertulis terhadap pasien sehubungan dengan berebagai
resiko tindakan filler (salah satu faktor resiko dari penyuntikan filler adalah
timbulnya kerusakan pada mata yang menyebabkan kebutaan) dalam hal ini
kepada korban.
Unsur ketiga, perbuatan ditinjau dari segi niatnya. Ditinaju dari niat pelaku
tindak pidana penganiayaan dapat dibagi kedalam dua bagian.
1. Tindak pengaiayaan dengan sengaja
Pengertian tindak pidana penganiayaan dengan sengaja, seperti
dikemukakan oleh Achmad Wardi Muslich dari kitab Abdul Qadir Audah
adalah:
“perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan pelaku sengaja melakukan
perbuatan dengan maksud melawan hukum”
Artinya bahwa tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah

pelaku berniat sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud

8|is Surachmiati, dan Edwin Djuanda, Buku Acuan, 2.
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untuk menyakiti orang lain. Seperti contoh, seseorang sengaja melempar batu
kepada orang lain dengan maksud agar batu itu mengenai anggota tubuhnya.
. Tindak pidana penganiayaan dengan tidak disengaja

“perbuatan karena kesalahan adalah suatu pebuatan dimana pelaku
sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak maksud melawan hukum”

Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku sengaja, akan tetapi
tidak ada niat untuk menyakiti orang lain. Contohnya, seseorang membuang
batu melalui jendela, kemudian mengenai seseorang yang sedang melintas.
Bisa juga perbuatan yang terjadi akibat dari kelalaian pelaku tanpa ada maksud
melakukan perbuatan tersebut. Misalnya orang yang membalikan badan dan
menimpa orang yang sedang tidur disampingnya sehingga tulang rusuknya
patah.®

Penulis menilai perbuatan terdakwa termasuk kedalam tindak pidana
penganiayaan tidak disengaja, seperti yang dijelaskan diatas. Terdakwa
memiliki klinik kecantikan yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan
dari seseorang. Korban mendatangi klinik kecantikan milik terdakwa dengan
tujuan melakukan perawatan kecantikan berupa perampingan pipi dan
penyuntikan filler pada bagian hidung guna untuk terlihat lebih mancung.
Dalam hal ini terdakwa lalai terhadap apa yang dilakukan kepada korban yaitu
dengan tidak membuat informed consent tertulis maupun anamnese terlebih

dahulu sebelum dilakukan penyuntikan filler kepada korban. Sehingga akibat

8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 180.
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dari kelalaian terdakwa, korban mengalami kebutaan permanen pada mata
Kirinya.

Dari ketiga unsur tersebut, terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur
melakukan jarimah penganiayaan yaitu berupa penganiayaan tidak disengaja
sehinngga dapat dimintai pertanggungjawaban atau sanksi.

Ada beberapa tanggungjawab yang harus dipikul pelakunya apabila
tuduhan malapraktik telah dibuktikan. Bentuk-bentuk tanggungjawab
tersebut adalah:

1. Qishash

Qishash ditegaskan jika terbukti bahwa dokter melakukan tindakan

malapraktik sengaja untuk menimbulkan bahaya (i'tida’), dengan

membunuh pasien atau merusak anggota tubuhnya, dan memanfaatkan
profesinya sebagai pembungkus tindak kriminal yang dilakukannya.
2. Dhaman (tanggungjawab materiil berupa ganti rugi atau diyat)

Bentuk tanggungjawab ini berlaku untuk bentuk malapraktik berikut:

d. Pelaku malapraktik tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak
mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan
bahaya.

e. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah, tapi
terjadi kesalahan tidak sengaja.

f. Pelaku memiliki keahlian, nmengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi
tidak mendapat ijin dari pasien, wali pasien atau pemerintah, kecuali

dalam keadaan darurat.
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3. Ta’zir berupa hukuman penjara, cambuk, atau yang lain.

Ta zir berlaku untuk dua bentuk malapraktik:

c. Pelaku malapraktik tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak
mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan
bahaya.

d. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.%’

Penulis menilai perbuatan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban
berupa Dhaman (tanggungjawab materiil berupa ganti rugi atau diyat), dan
ta’zir.

Menurut 1bnu- Manzhur dalam kitab lisan Al-‘Arab, fa’zir adalah
hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana
dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari kelakuan maksiat.
Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kitab Al-Jarimah wa Al-‘Uqubah fi Figh
Al-Islami, ta zir adalah sanksi-sanksi yang tidak disebutkan oleh syara’ (Allah
SWT dan Rasulullah- SAW) tentang jenis dan hukumannya dan syara’
menyerahkan penentuan ukuran dan hukumannyakepada ulil amri atau hakim
yang mampu menggali hukum.®

pelanggaran yang dilakukan dalam hukum pidana Islam yang dikenakan
‘uqubat ta’zir, dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar itu, maka ta zir
dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Ta’zir yang menyinggung hak Allah.

%Ricka  Kusmayanti  Heriyanto, “Malpraktek ~ Menurut  Syariat  Islam”,
https://www.scribd.com/doc/70521233/Malpraktek-Menurut-Syariat-Islam.diakses 9 Mei 2024
88Rokhmadi, Hukum Pidana, 149.
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b. Ta’zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, pelanggaran yang dilakukan yang
dikenakan ‘uqubat ta’zir, maka ta’zir tersebut dapat dibagi kepada tiga bagian
yaitu:

a. Ta’zir karena perbuatan maksiat.

b. Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan

umum.

c. Ta’zir karena melakukan pelanggaran hukum.®®

Tindakan malapraktik yang dilakukan oleh dokter merupakan suatu
tindakan yang lalai dalam memberikan pelayanan medik kepada pasien, hal
tersebut bisa terjadi karena dokter melakukan pelanggaran hukum dengan tidak
memperhatikan - atau = kurang ~memperhatikan = standar = operasional dalam
memberikan pelayanan kepada pasien. Sehingga hal itumembahayakan
kepentingan umum atau kemaslahatan umum dan membehayakan jiwa orang lain.

Penulis menilai perbuatan terdakwa termasuk ke dalam jarimah
penganiayaan tidak disengaja. Sehingga terdakwa harus bertanggungjawab dan
membayar diyat denda atas kerugian yang dialami korban berupa kebutaan
permanen pada mata sebelah kiri akibat dari tindakan terdakwa. Dasar hukum
yang mengharuskan terdakwa bertanggungjawab adalah sebuah hadis yang

berbunyi:

- Z PRNKS P ° 7 i _ & < B
P 358 B 5 b e i s s

8 Ahmad Syarbalni, Konsep Ta zir, 17, 44.
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Artinya:

“Barangsiapa yang praktik menjadi dokter dan sebelumnya tidak diketahui
memiliki keahlian, maka ia bertanggung jawab.”’(Hadis Riwayat An-Nasa’i, Abu
Dawud, Ibnu Majah dan yang lain)

Menghilangkan pengelihatan berlaku hukuman diyat, karena mata
merupakan manfaat kedua mata. Apabila hilangnya anggota badan mewajibkan
hukuman diyat maka demikian pula menghilangkan manfaatnya. Adapun
hukuman dari penganiayaan tidak disengaja adalah berupa Hukuman pokok yaitu
diyat.

Diyat dibagi ‘dua“ macam, yaitu diyat kamilah' (sempurna) dan diyat
nagisah (diyat tidak sempurna). Bentuk hukuman penganiayaan adalah diyat, jika
manfaat jenis-anggota badan dan keindahannya hilang, sama sekali, masing-
masing diyat sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan diyat tidak
sempurna, jika jenis anggota badan atau ‘manfaatnya—hilang sebagian, tetapi
sebagiannya masih utuh dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun
berpasangan, maka diyatnya diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian
badan yang rusak. Misalnya jika mata satu yang cacat/ rusak, maka diyatnya
membayar 50 ekor unta.®

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan diatas penulis menilai bahwa
perbuatan terdakwa sebagai dokter terhadap korban dalam kasus pada putusan
pengadilan negeri nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, bahwa terdakwa telah

melakukan tindakan malapraktik kedokteran yang menyebabkan korban

% Rokhmadi, Hukum Pidana, 149-150.
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mengalami kebutaan permanen pada mata bagian kirinya sehingga dalam hal ini
terdakwa sebagai dokter dibebankan atau diwajibkan untuk membayar diyat

sebanyak 50 ekor unta.
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BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dana analisis yang sudah diuraikan pada
putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. mengenai tindakan malapraktik
kedokteran, penulis menyimpulkan:

1. Dalam kasus ini penulis menilai terdakwa lalai tidak menjalankan prosdeur
operasional dengan baik sesuai pada pasal 79 huruf ¢ jo pasal 51 huruf a berupa
tidak membuat informed consent tertulis. Dalam pertimbangannya, hakim
mengesampingkan. kesaksian ahli yang menekankan pentingnya informed
consent tertulis dalam-tindakan medis beresiko tinggi seperti filler. Hakim
tidak menilai terdakwa yang tidak memiliki kompetensi khusus dibidang
estetika juga membuka praktik tanpa memenuhi standar pelatihan yang diakui,
serta hasil temuan MKEK IDI Makassar yang menemukan indikasi kelalaian
medis, dan juga hasil visum et repertum menunjukan korban mengalami
kebutaan permanen pada mata kiri setelah tindakan filler oleh terdakwa.
Hakim tidak mempertimbangkan dampak kerusakan pada mata korban akibat
tindakan terdakwa. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa putusan pengadilan
nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks belum mencerminkan keadilan yang
proporsional bagi korban.

2. Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan malapraktik ini dapat digolongkan
sebagai tindak pidana penganiayaan tidak disengaja, yang memenuhi unsur

perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka, tidak dengan maksud patut, dan
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terjadi karena kelalaian. Oleh karena itu terdakwa dapat dimintai
pertanggungjawaban berupa dhaman (ganti rugi atau diyat). Penulis menilai
perbuatan terdakwa sebagai dokter terhadap korban dalam kasus putusan
pengadilan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, bahwa terdakwa telah
melakukan tindakan malapraktik medik yang menyebabkan korban mengalami
kebutaan pada mata bagian kirinya sehingga terdakwa diwajibkan membayar
diyat sebanyak 50 ekor unta.
D. Saran
Berdasarkan dari hal-hal yang ditulis penulis dalam skripsi ini dan analisis
putusan perkara Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, maka penulis menyampaikan
saran sebagai berikut:

1. Dalam tindakan medik bukan tidak mungkin akan terjadinya kelalaian tindakan
pada dokter, oleh sebab itu pasien berhak meminta haknya yang diatur di
dalam undang-undang untuk dipenuhi oleh dokter sebelum melakukan
tindakannya. Dan seorang dokter harus benar-benar menekankan kedisiplinan
dengan berpatuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
mengikuti standar prosedur operasional praktik kedokteran sehingga dapat
mencegah adanya tindakan kelalaian atau malapraktik medis.

2. Penting bagi kita untuk memahami pengetahuan tentang kesehatan baik ilmu
kesehatan secara medis maupun ilmu hukum kesehatan, hal itu semata-mata
merupakan upaya kita ikut dalam menjamin layanan kesehatan yang

berkualitas dan sesuai standar.
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ASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
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gkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
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: Malang;

: 45 Tahun / 20 Agustus 1974;

: Perempuan;

: Indonesia; ®
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Advokat Metsie & A
Makassar, berdas
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ERY TODING, S.H.,AISYAH IBRAHIM, SH.,
IANA, SH., Para Advokat ada kantor

di Jalan Maccini Baru No. 78 Kota 0%

gpan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid. 9/PN

s tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis H
- enetapan Majelis Hakim Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks t

30 Oktober

2019 tentang penetapan han sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangl

Setelah mendengar keterangan Saksi- I,
memperhatikan bukti surat dan barang bukti pe! ngan;
Setelah mendengar pembacaan tul

Terdakwa serta

na yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebag

1. Menyatakan terdakwa dr. ELISA
sah dan meyakinkan be

kedokteran dan kar%

SANA, M Biomed telah terbukti secara
melakukan tindak pidana “tindak pidana praktek
a menyebabkan orang lain mendapat luka-
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tentang Praktik Kedokt: 1@hgka 11 Peraturan Menteri Kesehatan
R Nomor 20562/MEN 011 tentang lzin Praktek dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran dan 10 Peraturan Menten Kesehatan R. Nomor
1438/MENKE! 010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
* Terdakwa d; rikan pelayanan medis berupa tindakan penyuntikan
filler hidung ap saksi AGITA DIORA FITRI, tidak melakukan pemerksaan

pendahuluan secara lengkap berupa wawancara (anamnese) tentang nwayat
penyakitkesehatan pasien, nwayat pengobatan, alergi obat atau alergi
rtentu dan hal lainnya terkait dengan keseh
menksaan fisk umum antara lain pemeriks n
pema , tidak melakukan pemenksaan penug ni pemenksaan
laboratorium sederhana antara lain pemeriksaan an urine lengkap
dalam memberikan pelayanan medis, luput  menemukan
kelainan/penyakit/penyulit yang kemudian h buruk pada pasien
ketika dilakukan tindakan medis penyuntikan fill@ hidung, akan tetapi langsung
menyuntikkan filler ke hidung saksj IORA FITRI yang akibat dari
penyuntikkan tersebut menyebabkan i AGITA DIORA FITRI mengalami
kebutaan pada mata sebelah kin.
Bahwa berdasarkan Hasil F
Kedokteran dan Kes
VER/010/1V/2019/F;
terhadap AGIT.
kebutaan d

riksaan Visum et Revertum dari Bidang

Daerah Sulawesi Selatan Nomor :
nl 2019 telah dilakukan pemenksaan
| dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya
sa keruh pada mata kiri serta didapatkan visus 0 1)
refleks gsung tidak ditemukan. Sedangkan mata kanan didap,
vi a puluh per seratus enam puluh) dengan koreksi S-2 vj
sm%pa&an reflex cahaya langsung

h b

erdasarkan Surat dan |katan Dokter Indonesi mor ¥ 489/IDI-

al
“BIMKSISIZOIS' tanggal 8 Mei 2019 Penhal Pembentah! Laporan

Dugaan Malpraktek oleh dr. ELISABETH SUSANA yang menjelaskan tentang
Hasil Sidang Kemahkamaan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) dan
BHP2A (Badan Hukum Pembinaan dan Pembe, yang dilaksanakan
pada tanggal 28 November 2018 dengan
SUSANA patut diduga melakukan ke
consent tertulis (penyampaian
terhadap pasien sehubungan rbagai resiko tindakan filler (salah satu
faktor resiko dan penyunti filleM@dalah timbulnya kerusakan pada mata yang

menyebabkan kebutaan) ini kepada saudari AGITA DIORA FITRI.
Perbuatan terd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
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mencabut suntikan tersebut menyuntikkan hyaluronidase sebagai

anti dot diarea hidung;
- Bahwa setelah itu
matanya dan ketika

ka matanya, saksi AGITA DIORA FITRI mengatakan
bahwa mata Kirj melihat, selanjutnya oleh karena keadaan dari saksi
AGITA DIORA F tidak membaik, kemudian terdakwa bersama dengan saksi
YENI ARIANI membawa saksi AGITA DIORA FITRI ke Rumah Sakit Siloam
Makassar;

- GITA DIORA FITRI melakukan perawatan &gc:
dil rdakwa adalah atas rekomendasi dan tantenya y;

vRIANI karena sebelumnya saksi YENI ARIANI tel* kan perawatan

dengan Terdakwa dan tidak ada masalah;

0 - Bahwa meskipun telah dilakukan perawatan di Qslloam dan Rumah
Sakit Wahidin, hingga sekarang kondisi mata kil nm\ DIORA FITRI belum
bisa melihat dengan sempurna;

- Bahwa semua biaya perawatan bak d akit Siloam dan Rumah Sakit

Wahidin semuanya ditanggung oleh Terdak
- Bahwa antara pihak saksi AGITA DIORA FITRI dengan pihak Terdakwa telah

""'\‘:”""""""" Halaman 34

0\
si A DIORA FITRI mengeluh sakit dan menutup 6

melakukan upaya perdamaian n tidak berhasil;
Menimbang, b ) jelis Hakim akan mempertimbangkan %
apakah berdasark > hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Me , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum d
dakw , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempe
dakwa: esatu sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf ¢ Jo. Pa cmf a
ng-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, yafg unsur-

ya adalah sebagal benkut:
Unsur Setiap dokter atau dokter gigi;

telah melakuk dafpidana yang didakwakan kepadanya; % o

2. Unsur dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteransidak memenuhi
kewajiban memberikan pelayanan medis se rofesi dan
standar prosedur operasional serta kebutuh

Menimbang, bahwa terhadap ur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai benkut:

Ad.1. Unsur Setap dokter atau gokter g¥gi;
Menimbang, bahwa ksud dengan setiap dokter atau dokter gigi

sesual dengan Undang- r 29 Tahun 2004 adalah dokter dan dokter gigi
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adalah dokter, dokter spesi , dan dokter gigi spesialis lulusan
pendidikan kedokteran atau gigi baik di dalam maupun di luar neger yang

Q&daﬂgaﬂ. erdakwa adalah seorang lulusan Fakultas
0 risaktl dan sesual dengan Surat Tanda Registrasi (

Menimban ntuk menghindan  kesalahan mengenai subyek
hukumnya (enorgﬁona), maka identitas Terdakwa haruslah sesual dengan
identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, diaju ke
pe Penuntut Umum sebagal Terdakwa dalam
berd gan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendi

diakui oleh Pemerintah Repubpindonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sebagai sub; m dalam perkara ini;

ran Universitas

onsil Kedokteran
Indonesia (KKI) Terdakwa adalah dokter Nomor  Registrasi
3121100317087227 dan terdaftar dalam anggo! Dokter Indonesia (IDI)
Cabang Makassar dengan Nomor Keanggotaan B 2301.45066;

Menimbang, bahwa berdasarkan p gan di atas, identitas Terdakwa
adalah sesuai dengan identitas Terdakwa agaimana dalam surat dakwaan
Penuntut Umum, selain itu Terdakwa adalah seorang dokter berdasarkan Pasal 1
angka 2 Undang-undang Nomor hun 2004, sehingga Terdakwa adalah subyek
hukum dalam perkara ini, kian unsur Setiap dokter atau dokter
gigi, telah terpenuhi;

Ad.2, Unsur d ngaja dalam melaksanakan praktik kedokteran
ajiban membenkan pelayanan medis sesuai dengan st
dar prosedur operasional serta kebutuhan medis pas
ang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam un: mah
gajaan dalam memberikan pelayanan medis yang tidak sesuai dengal standar
fe€i dan standar prosedur operasional dalam melaksanakan prakatik kedokteran;
Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, pada han Jumat, tanggal 15
September 2017 sekitar jam 12.00 Wita, saksi AGITA DIORA FITRI persama dengan
tenya yaitu saksi YENI ARIAN| datang ketempat nik Belle JI.
assar, dengan
emudian saksi YENI ARIANI
ITA DIORA FITRI juga akan
g dilakukan Terdakwa terhadap saksi
YENI ARIANI, selanjutnya Terdakwa Menyampaikan kepada saksi AGITA DIORA
FITRI bahwa Terdakwa terleb Q u akan merampingkan pipi saksi AGITA DIORA
FITRI, setelah itu akan 3 r) nyuntikan filler pada hidung agar teriihat lebih
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Undang-Undang Nomor 29 Tal 4 Praktik Kedokteran;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-

saksi, Ahli dan surat, demykian Terdakwa telah mengajukan Saks: a de charge,
Ahli dan surat;

Menimban: -saksi dan Saksi-saksi a de charge yang diajukan dlo
persidangan pada knya menerangkan mengenai tempus, lokus serta penstiwa

sebelum dan pada waktu serta setelah Terdakwa melakukan tindakan medis
terhadap Saksi AGITA DIORA FITRI;
ahwa Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umu

v 1. Ahli drg. NASRUDDIN, M. H, Kes, dibawah *ada pokoknya
menerangkan bahwa tindakan medis yan Nsu oleh Terdakwa
0 berupa penyuntikan filler di area wajah x\ k tindakan medis
setujuan atau informed
0 consent tertulis dan pasien, n rdakwa hanya melakukan
persetujuan secara lisan sehin. akwa telah melanggar Standar
* Prosedur Operasional dalam melak| tindakan medis;

2. Ahli dr. Hj. KASMAWATI T, Z. Basalamah, M .HA, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangki wa Ahli selaku Ketua Perdawen (Perhimpunan
Dokter Anti Pe Estetika dan Regeneratif Indonesia)
Sulawesi Se ya Audit yang dilakukan oleh Perdaweri
Pusat te wa dengan hasil audit yaitu tindakan medis berupa

rhadap pasien yang bemama Saksi AGITA DIORA

dij elah sesuai dengan Standar Prosedur dan Standar Profe
DI MUHAMMAD ICHAN, Ph.D, Sp.M, dibawah sul

yang beresiko tinggi sehingga diperl

injek il

Makassar yang menangani Saksi AGITA DIORA FITRI setelah Hilakukan
tindakan medis oleh Terdakwa. Bahwa penyuntikan filler di area wajah
termasuk tindakan medis yang beresiko tinggi karena dekat dengan mata
dan faktanya tindakan medis tersebut telah mengakibatkan gangguan

penglihatan terhadap Saksi AGITA DI anya periu
adanya persetujuan secara tertulis se| an tersebut;
* 4. Ahli Prof. Dr. H. Hambali Thalib , keterangannya dibacakan di

persidangan, pada pok
memiliki kopetensi untuk
tidak membuat SPQ, sehil
sebagai perbuatan

gkan bahwa Terdakwa tidak
tindakan estetika medis dan Terdakwa
a tindakan Terdakwa tersebut termasuk
hukum;

| yang diajukan oleh Terdakwa adalah sebagai
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Penuntut Umum maupun Ter tabelum ditemukan kesamaan persepsi ®
mengenai tindakan medis y: oleh Terdakwa kepada Saksi AGITA DIORA \
FITRI dalam memberikan pel medis apakah sesual atau tidak dengan standar 9

profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien, oleh

karenanya akan an alat bukti lainnya yaitu bukti surat baik yang

diajukan oleh Penurf@is, Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang
M sar Nompr: 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019 nhal

Pe laporan dugaan Malpraktek oleh dr. Elisab

ituju irektur Reserse Kriminal Khusus Polda S | al

Qng Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI ¢ sar yang pada
0 okoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa patut diduga kelalaian berupa
tidak membuat informed consent tertulis (peny: dur dan persetujuan
K IDI Cabang Makassar

akassar sebagaimana dalam
9 Juli 2019 yang pada pokoknya

tindakan medis) terhadap pasien dan selanjutnya

0 tersebut dijadikan dasar bagi Dinas Kesehal
* suratnya Nomor: 440/889/DKKNVI2019,

mencabut Surat ljin Praktek (SIP) Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum IDi Cabang Makassar mengeluarkan surat hasil
MKEK Nomor: 489ADI-CA anggal 8 Mel 2019 tersebut di atas,
terlebih dahulu Pengurus melakukan audit terhadap Terdakwa %
sebagaimana surat 8/18, tanggal 8 Agustus 2018, dengan hasil audit
bahwa tindakan g dilaukan oleh Terdakwa terhadap Saksi AGITA DI
FITRI telah an Standar Prosedur dan Standar Profesi, sehingga de
kelu h K IDI Cabang Makassar tersebut, selanjutnya Perd
Terdak an keberatan/banding kepada MKEK Pusat IDI
kebe| anding tersebut MKEK Pusat IDI memberikan tanggapan se'
dalamsuratnya Nomor: 0087/PB/MKEK/12/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang

pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan MKEK IDI Cabang Makassar belum
berkekuatan etik tetap (inkracht) karena telah ada permohonan banding dari

kwa, sehingga keputusan MKEK IDI Cabang but tdak dapat
ikan dasar dalam menetapkan apapun, bal IDI maupun

* diluar IDI termasuk Dinas Kesehatan dan jajara
Menimbang, bahwa berda peTiino@ngan di atas, Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa tindakan y: oleh Terdakwa terhadap Saksi AGITA

DIORA FITRI adalah merupakag tin n medis, sehingga berdasarkan Pasal 67

Undang-undang Nomor 29 4 pelanggaran terhadap tindakan disiplin medis 0

tersebut harus dipenksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran o
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Indonesia yang dalam hal ini DI dan meskipun MKEK IDI cabang ®
Makassar telah memutusk: dakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa

)

patut diduga sebagal suaju kelapian terhadap Saksi AGITA DIORA FITRI, namun
berdasarkan Pasal 28 10) Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Majelis
Kehormatan Etk (MKEK) |katan Dokter Indonesia (IDI), Terdakwa
melakukan banding“@gn hingga pemeriksaan perkara ini telah selesal, belum ada
keputusan dan MKEK Pusat IDI yang menyatakan Terdakwa telah melanggar standar
profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

ahwa oleh karena tidak ada keputusan da

ny. wa melakukan pelanggaran standar profes: d anga l
< Smsmnal serta kebutuhan medis pasien, maka dengag unsur dengan
e

ngaja dalam melaksanakan praktik kedokteran nuhi  kewajiban
memberikan pelayanan medis sesual dengan st dan standar prosedur
operasional serta kebutuhan medis pasien secara ak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sal sur dan Pasal 79 huruf c Jo.
Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 2 2004, tentang Praktik Kedokteran
tdak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyd¥kan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidgna sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
Kesatu, sehingga Terdakwa an dari dakwaan tersebut;

Menimbang, b waan Penuntut Umum disusun secara
kumulatf maka se| elis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua
sebagaimana digtur Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya ai

sebagai beri

1. U a;
2. Un Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan lain
mendapat luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai benkut:
. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, gan barang
siapa adalah setiap orang sebagai subyek yang didakwa oleh Penuntut
Umum telah melakukan tindak pidana, untuk menghindan kesalahan
tentang subyeknya (error in perso ntitas din Terdakwa haruslah sesual
dengan identitas Terdakwa sebagail dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa d rkara ini dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed,
diajukan ke persidangan t Umum sebagal Terdakwa dan berdasarkan
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keterangan saksi-saski serta
Terdakwa adalah sesuai de
Umum yang telah dibacakan d

i Terdakwa sendin, bahwa identitas
jas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut
rsidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa
adalah subyek hukum rkara ini;

Menimbang@ asarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa
adalah sebagai suby®® hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pada
Ad.1 ini telah terpenuhi;

Ad Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan o

berat; \
g, bahwa kesalahan atau kealpaan yang rpenyébabk rang lain

ndapat luka berat dalam unsur dakwaan kedua ini dengan uraian
0 perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sehi leh karena dalam
dak

pertimbangan unsur ke-dua dakwaan pertama perﬂe wa tersebut adalah
merupakan tindakan medis, maka dengan demikial ahan atau kealpaan yang
menyebabkan orang lain mendapat luka b gaimana dalam unsur ke-dua

dakwaan kedua ini juga merupakan kes: atau kealpaan dalam melakukan
tindakan medis;

Menimbang, bahwa seba
kesalahan atau kealpaan d

ana dipertimbangkan di atas, oleh karena

dakwaan kesatu ini adalah merupakan
tindakan medis dalam angkan tindakan medis secara khusus

(lex spesialis) telal Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik kedoktegan, gga kesalahan atau kealpaan sebagaimana di u
dalam Pas (1) KUHP tidak dapat diterapkan terhadap tindakan

dal i eran, oleh karenanya unsur ke-kedua dalam dakwaan

menja erpenuhi;

enimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 360 ayat (1)

KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
a, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakw; ersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan
tidak terbukti secara sah dan meyakink
dinyatakan tidak terbukti secara sah dal
pidana sebagaimana dalam dakwa,

untut Umum
a terhadap Terdakwa harus
an bersalah melakukan tindak
kedua sehingga Terdakwa haruslah
dibebaskan dari seluruh dakwaan Pe

Menimbang, bahwa arena Terdakwa dibebaskan maka haruslah
dipulihkan hak-hak Te kemampuan, kedudukan, harkat serta
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28) Pensil alis pasien warna co| t@/ (satu) buah; ¢

29) Fusipar cream/fusidic a
30) Alat Kesehatan (alkes). dan
31) Needle 23 G seban

atu) buah Merek Terumo Needel; 0
32) Canula 26 G

nula sebanyak 1 (satu) buah; Q
33) Spoit 10 cc MerékOne Med 10 M| 21 G X 1 % sebanyak 1 (satu) buah;

34) Hialurinade Acid Merek Perfectha sebanyak 0,8 cc;
35) Cairan Nacl Merek Otsu -NS sebanyak 1 (satu) botol ukuran 25 ml;
36 |

)
leh dilakukan penyitaan terhadap barang bukti-b
@asaman penetapan penyitaan dan berita acara penyit
arang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepaN
bukti-barang bukti disita;

yak 1 (satu) buah;

idocaine 2.5% Prilocaine 2.5% isi 30 gram.

)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa skan, maka biaya perkara

0 dibebankan kepada negara;
* Memperhatikan, Pasal 79 huruf ¢ J asal 51 huruf a Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 360 ayat (1) KUHP, Pasal
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

bersangkutan; w
GADILI:
1. Menyal Qd wa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, n‘dab

191 ayat (1) Undang-undang N

serta peraturan perundang

te L S sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pi
mana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
askan Terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M Bi t
dan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukanh, harkat
serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Surat ljin Praktek (SIP) a.n. dr. ELISA , M.Biomed asli
Nomor : 446/901.1.08/DU/DKKNVIIRO ustus 2017

sebanyak 1 (satu) lembar;
2) Surat Tanda Registrasi N. dr. ELISABETH SUSANA,

M.Biomed 1 (satu) | ;
3) Foto Copy Registri pencatatan pasien a.n AGITA DIORA
FITRI di UGD yagg telaf*dilegalisir 1 (satu) Lembar.
4) Surat dar @ Dokter Indonesia Nomor : 489/DI- 0

CAB/M fnggal 8 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan atas Q
Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

A

e A Al
il Al




o Ak s‘ n namun w Agung Rl melalu:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp 021-384 3348 (ext318) Halaman 44

Direktori Putusan Mahka ng Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Laporan Duga; @e leh dr. ELISABETH SUSANA pada Py
tanggal 10 \
5) i Medis Forensik Korban atas nama AGITA DIORA 0

Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulsel.

a hijau masih kosong belum diisi sebanyak 1 (satu)oz

7) Rekam Medis a.n. Sdri AGITA DIORA FITRI 1 (satu) buah;
8) Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan :
cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1\

6)

nakan.

Q 10) Milk cleanser merk thera skin 1000 mi se‘*oml kecil yang
0 telah digunakan. \

11) Lidocaine 10,56% 30 gr merk anest 1 (satu) buah;

12) Disposable syringe 1 ml merk one yak 1 (satu) buah;
13) Lidocine Hcl 2 ml sebanyak 1 (SQUI;
14) Cutton bud merk pelangi s ungkus kecil

15) Alkohol antiseptik 70% me arataco CHE telah terbuka dan
digunakan sebanyak 1 (satu) liter;

ves sebanyak 5 (lima) pasang @
e face mask sebanyak 2 (dua) lembar; o

18) Masker,
19) Ka QI at kecil sebanyak 1 (satu) buah;
20) @in sebanyak 4 (empat) lembar;

ydrophile ukuran 16 cmx 16 cm sebanyak 2 (dua) bungk!

imeter warmna putih merk Rister Nova Ecoline sebany°
unit;

23) Tetescope merk erka sebanyak 1 (satu) buah;

24) Handuk warna putih untuk kepala pasien sebanyak 2 (dua) buah;
25) Handuk kecil warna putih untuk washlap sebnayak 1 (satu) buah;
26) Kain penutup kepala warna hijau kotak sebapyak 1 (gatu) buah;

27) Baju dokter untuk memeriksa warng p! ak 1 (satu)
buah

28) Pensil alis pasien warna co yak 1 (satu) buah;

29) Fusipar cream/fusidi afyak 1 (satu) buah;

30) Alat Kesehatan (alk at :

31) Needle 23 G sebanyak W(satu) buah Merek Terumo Needel;
32) Canula 25 G @ S Cannula sebanyak 1 (satu) buah; 0

33) Spoit 10, u)a Med 10 M| 21 G X 1 % sebanyak 1 (satu) o
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buah; Q P
34) Hialurinade erfectha sebanyak 0,8 cc; \
35) Cairan Nacl Mer su -NS sebanyak 1 (satu) botol ukuran 25 mi; 9
36) Estesia@idocaine 2.5% Prilocaine 2.5% isi 30 gram. 0

dike: a pihak dar mana barang bukti-barang bukti disita; o
5. Membel an biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis gHakim

Pe Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 202
Hene .M H., sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H. 2
.M .H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang0 dalam sidang
rbuka untuk umum pada han Rabu, tanggal 1 Juli 20 im Ketua dengan
0 didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ol Z%Tahir, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Neger Makassar, serta gi eh Ridwan Saputra, SH.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampinénasihat Hukum Terdakwa.

* . Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suratno, SH. Q% Heneng Pujadi, SH., M.H. w
Dr.Zquiﬂi,é; o

&

Dermawan Tahir, SH
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No Ayat Terjemahan HIim
1 &‘p e EJJ} J>‘ . Oleh karena itu, Kami menetapkan | 44
(suatu hukum) bagi Bani Israil
s b bl &J bahwa siapa yang membunuh
L . . |seseorang bukan karena (orang yang
G sk 3l Lf"” Jw i dibunuh itu) telah membunuh orang
éw JLJ\JJ Gi&s u'ﬁf\j‘ lain atau karena telah berbuat
i kerusakan di bumi, maka seakan-
S g SES kel 25 | akan dia telah membunuh semua
) | | P / manusia. Sebaliknya, siapa yang
Wi sesls Adss & | memelihara  kehidupan  seorang
. A MO manusia, dia seakan-akan telah
45 ""é"” fee O F == memelihara  kehidupan  semua
Uj-;f""'i-s u'ﬁﬁ‘ s &1} manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami
’ i X benar-benar telah datang kepada
mereka dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas.
Kemudian, sesungguhnya banyak di
antara mereka setelah itu melampaui
batas di bumi.Al-Ma'idah [5]:32
2 QL:MS-’;f\j J.wb jfsi\; & o) | Sesungguhnya  Allah  menyuruh 46
berlaku adil, berbuat kebajikan, dan
oF s B 63 5 | memberikan  bantuan  kepada
5 o | kerabat. Dia (juga) melarang
wSlax @-J‘J Saadly sl | perbuatan keji, kemungkaran, dan
L permusuhan. Dia memberi pelajaran
55%3 V‘Q"J kepadamu agar kamu selalu
ingat.An-Nahl [16]:90
3 | AL e ] 3 L@_,L', Wahai orang-orang yang beriman, | 50

taatilah Allah dan taatilah Rasul
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(Nabi Muhammad) serta ululamri
(pemegang kekuasaan) di antara
kamu. Jika kamu berbeda pendapat
tentang sesuatu, kembalikanlah
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul
(sunahnya) jika kamu beriman
kepada Allah dan hari Akhir. Yang
demikian itu lebih baik (bagimu) dan
lebih bagus akibatnya (di dunia dan

di akhirat).An-Nisa' [4]:59

b G Gt G5 g G
s A Y s s s
J5 iy g 5 5
G e g3 Ofg vl o

:)o}/"i bg

Katakanlah  (Nabi

Tuhanku

Muhammad),
“Sesungguhnya hanya
mengharamkan segala - perbuatan
yang yang
tersembunyi, perbuatan. dosa, dan

keji tampak = dan

perbuatan melampaui batas tanpa

alasan yang benar. (Dia juga
mengharamkan) kamu
mempersekutukan - Allah  dengan
sesuatu yang Allah tidak

menurunkan bukti pembenaran untuk

itu dan (mengharamkan) kamu
mengatakan tentang Allah apa yang

tidak kamu ketahui.”Al-A‘raf [7]:33
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